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ABSTRAK 

Muchamad Ishmaturrokhman. NIM 6661101456. Skripsi. Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di 
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016. Pembimbing I: Dr. 
Dirlanudin, M.Si dan Pembimbing II: Listyaningsih, S.Sos, M.Si. 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Satu Kecamatan Satu Milyar. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa permasalahan terkait 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di 
Kecamatan Ciwandan, yaitu masih rendahnya minat RTS, keterbatasan permodalan, 
belum adanya rencana jenis usaha, dan kesalahan perencanaan dan pengelolaan 
modal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan 
Ciwandan. Teori yang digunakan menurut Gunawan Sumodiningrat yang terdiri dari 
prinsip Acceptable, Accountable, Profitable, Sustainable, dan Replicable. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara, 
kuesioner, observasi langsung serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu 
Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 mencapai 77,53%. 
Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau jatuh pada penerimaan Ha 
(18,13>1,662), maka Hipotesis Nol (Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) 
diterima. Artinya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program tersebut 
sudah berhasil. Saran peneliti adalah sosialisasi ditingkatkan, mengutamakan dan 
memperhatikan RTS, serta mengawasi dan mengevaluasi program tersebut. 



ABSTRACT 

Muchamad Ishmaturrokhman. 6661101456. Research Paper. Economic 
Empowerment Society through One Sub-district One Billion Program in 
Ciwandan Sub-district Cilegon City year 2016. Advisor I: Dr. Dirlanudin, M.Si 
and Advisor II: Listyaningsih, S.Sos, M.Si 

Keywords : Empowerment, society, One Sub-district one billion. 

This research is motivated by several problems related to Economic Empowerment 
Society through One Sub-district One billion program in Ciwandan Sub-district, 
which still have the low interest of RTS, the limitations of capital, the absence of 
bussines type plans, and mismanagement of plan and capital management. The 
purpose of this research is to know the succes level of Economic Empowerment 
Society through One Sub-district One Billion Program in Ciwandan Sub-district. The 
theory used according to Gunawan Sumodiningrat which consists of  Acceptable, 
Accountable, Profitable, Sustainable, and Replicable principles. The method used in 
this research is quantitative method with descriptive technique. Data collection 
techniques used by researcher are interviews, questionnaires, direct observation, and 
documentation. The result of this research is the success level of Economic 
Empowerment Society through One Sub-district One Billion Program in Ciwandan 
Sub-district year 2016 reach 77,53%. Because the value t arithmetic is greater than t 
table or fall on the acceptance of Ha (18,13 > 1,662), the Hypothesis Zero (Ho) is 
rejected and Alternative Hypothesis (Ha) is accepted. This means that the society 
economic empowerment through the program has been successful. The research 
suggestion is enhanced sociazilation, prioritation and attention RTS, as well as 
overseeing and avaluating the program. 
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1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Indonesia merupakan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar 

keempat di dunia, Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 5,8% sepanjang 2013. Namun pertumbuhan pesat ekonomi tersebut 

kurang dapat diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja. Padahal hal itu akan 

mempengaruhi tingkat rata-rata kesejahteraan masyarakat di setiap negara. 

Salah satu indikator yang paling menonjol dari tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya adalah dilihat dari tingkat pendidikan rata-rata masyarakatnya. 

"Indikatornya juga dari jumlah masyarakat Indonesia yang bersekolah.  

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan 

langkah – langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan 

menyeluruh. Menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan untuk 

keberlanjutan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah menempatkan upaya 

penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal tersebut tercantum 

dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) nasional 2005 – 2025, dan 

selaras dengan kesepakatan deklarasi global dalam mewujudkan pencapaian 

millennium development goal (MDGs) untuk mengurangi kemiskinan sebesar 

50 (lima puluh) persen pada tahun 2005 sesuai dengan agenda global MDG’s 

bahwa Indonesia sudah menyepakati dan berkomitmen untuk mengurangi angka 
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kemiskinan hingga separuhnya pada tahun 2005, dengan target jumlah angka 

kemiskinan 8-10% pada akhir tahun 2015. 

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang 

mengatur perencanaan pembangunan daerah. Kota Cilegon merupakan Daerah 

Otonom yang mempunyai tanggung jawab dalam mengatur pembangunan 

daerahnya. Kota Cilegon mengagas arah baru pemerintahan melalui program 

pro rakyat yang dituangkan kedalam salah satu bagian 5 agenda besar Kota 

Cilegon yaitu” agenda cilegon sejahtera” yang diluncurkan pada 25 februari 

2011. Melalui program prorakyat ini, pemerintah mentargetkan angka 

kemiskinan pada tahun 2005 menjadi 8000 RTS dari jumlah RTS hasil PPLS 

tahun 2008 sebanyak 15.961 RTS, atau target pertahun penurunan angka 

kemiskinan sebanyak 1.593. RTS. 

Salah satu dari program pro rakyat ini adalah dari aspek pemberdayaan 

ekonomi (PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KECAMATAN 

(PEM BK)MELALUI PROGRAM ONE DISTRICT ONE BILLION FOR 

ENTREPENEURSHIP. Tentang penghasilan rumah tangga (ekonomi), diwakili 

oleh penyaluran pinjaman modal dari PKBL, PT.KS penyaluran pembentukan 

wirausaha baru dari UPT-pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM), serta 

beberapa bantuan sosial dan bantuan peralatan dari APBN dan APBD Kota 

Cilegon. 

Sesuai kerangka otonomi daerah, pemerintah sebagai penyelenggara 

pembangunan daerah memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan 
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masyarakatnya. Sejalan dengan hal itu, sejak kota ini terpisah dari kota serang 

tahun 1999 lalu, kota ini terbukti telah mampu menjalankan tanggungjawab itu 

dengan baik diantaranya dengan digulirkanya berbagai program pro rakyat 

sebagai salah satu upaya dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat. 

Program pro rakyat merupakan program yang berpihak pada rakyat dan 

langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat miskin 

atau disebut rumah tangga sasaran (RTS) program pro rakyat dilaksanakan 

sebagai bagian dari satu upaya penguatan dalam sektor ekonomi. Hal ini perlu 

dilakukan karena dari hasil analisa kemiskinan partisipasi yang dilakukan pada 

tahun 2010 dalam rangka penyusunan strategi penanganan kemiskinan daerah 

(SKPD) Kota Cilegon, bahwa 69% permasalahan RTS adalah sektor ekonomi. 

Program ini penting untuk dilaksanakan karena dari 3 (tiga) indikator 

pembangunan manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli (pendapatan) 

masyarakat, sektor pendapatan masyarakatnya yang perlu ditingkatkan saat ini. 

Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

upaya mewujudkan agenda Cilegon sejahtera. Dalam upaya mempertajam 

strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, pada tanggal 6 april 2011 

diadakan diskusi dengan pakar ekonomi pembangunan universitas Indonesia 

dengan Walikota beserta SKPD terkait, dimana pada saat itu digagas oleh 

Walikota untuk menggulirkan program pro rakyat pemberdayaan ekonomi 

masyarakat berbasis kecamatan one district one billion “ satu kecamatan satu 
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milyar untuk wirausaha” sebagai wujud implementasi dari agenda cilegon 

sejahtera sebagai fase ketiga program pro rakyat di Kota Cilegon. 

(sumber: Program Pro Rakyat di unduh dari Cilegon.go.id tanggal 03 April 2014) 

Program satu kecamatan satu milyar merupakan program yang launching 

pada tanggal 15 juni 2011. Dengan digulirkannya program satu kecamatan satu 

milyar, yang secara teknis dipercayakan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Ketahanan Pangan (BPMKP) sebagai leading sector. Dan selanjutnya, 

BPMKP menyerahkan untuk memberikan tugas pengelolaan dalam pelaksanaan 

program satu kecamatan satu milyar kepada Unit Pelaksana Teknis 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) yang tertera dalam Peraturan 

Walikota (PerWal) Nomor 16 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan 

tata kerja unit pelaksana teknis pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota 

Cilegon dan Peraturan Walikota (PerWal)  Nomor 25 Tahun 2012 tentang 

pengelolaan dana bergulir pemberdayaan ekonomi masyarakat kota cilegon.  

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) 

terdapat sub unit di setiap kecamatan di Kota Cilegon yang diberikan hak untuk 

mengelola, dan melaksanakan kegiatan program satu kecamatan satu milyar 

baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Sub unit UPT PEM di setiap kecamatan bertanggung jawab kepada kepala UPT 

PEM Kota. Pembiayaan kegiatan UPT PEM berasal dari APBD, APBN, serta 

penerimaan sumber lain yang sah. Dengan adanya UPT PEM di setiap 

Kecamatan maka diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada 
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masyarakat, dalam mengekses permodalan yang cepat, mudah dan murah. 

Konsep pelayanan yang diberikan berbasis kecamatan, dimana UPT PEM akan 

berada di setiap kecamatan. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah 

mendapatkan pelayanan permodalan. 

(sumber: Data dari  UPT PEM Kota Cilegon) 

Program satu kecamatan satu milyar merupakan program yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan masyarakat  miskin rumah tangga sasaran 

(RTS), meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha, serta mewujudkan 

usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi yang tangguh dan mandiri dengan 

sasaran, RTS (rumah tangga sasaran), usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi. 

Selain itu program ini juga dilakukan untuk mendekatkan lembaga UPT 

PEM ketengah – tengah masyarakat, bersifat sederhana, tidak membuat 

program ini hadir ditengah – tengah masyarakat untuk menjangkau masyarakat 

dan terjangkau oleh masyarakat. 

Untuk merealisasikan program ini, pemerintah Kota Cilegon bekerja sama 

dengan PT Krakatau Steel (persero) Tbk, melalui divisi PKBL yang 

mengalokasikan anggaran program 1 kecamatan I milyar untuk wirausaha. 

Komitmen tersebut dituangkan dalam perjanjian antara pemerintah Kota 

Cilegon dengan PT Krakatau Steel (persero) Tbk, tentang pelaksanaan program 

kemitraan dan bina lingkungan PT.KS. 

Harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program ini adalah 

masyarakat  mandiri secara ekonomi, dalam artian masyarakat mempunyai 
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penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan dirinya dan keluarga. 

Biasanya masyarakat yang belum mandiri secara ekonomi termasuk dalam 

kategori masyarakat miskin, karena kualitas SDMnya rendah, mereka tidak 

dapat bersaing untuk memperoleh pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah 

dalam hal ini adalah merubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk menjadi 

manusia produktif melalui peningkatan kualitas SDM, dan memberikan 

kesempatan kepada mereka untuk menjadi wirausaha melalui program 

perintisan usaha. 

Program satu kecamatan satu milyar dilaksanakan disetiap Kecamatan di 

Kota Cilegon. Berikut data capaian program satu kecamatan satu milyar UPT 

PEM dan BPMKP tahun 2011 sampai 2016. 
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Tabel 1.1 
Data capaian program satu kecamatan satu milyar Unit Pelaksana 

Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Juni tahun 2011 sampai 
September tahun 2016. 

 

NO KECAMATAN PERINTI
SAN 

PENGU
ATAN 

PENGEM
BANGAN JUMLAH 

KETER
ANGAN 
DANA 

1 Jombang 460 1135 178 1773 APBD/ 
KS 

2 Cibeber 424 395 70 889 APBD/ 
KS 

3 Cilegon 284 522 73 879 APBD/ 
KS 

4 Citangkil 620 820 234 1674 APBD/ 
KS 

5 Ciwandan 219 487 124 830 APBD/ 
KS 

6 Purwakarta 173 628 66 867 APBD/ 
KS 

7 Grogol 202 464 78 744 APBD/ 
KS 

8 Pulomerak 191 477 64 732 APBD/ 
KS 

 JUMLAH 2573 4928 887 8388  
 

(sumber: Data dari UPT PEM Kota Cilegon, sep 2016) 

Dilihat dari tabel di atas menunjukan bahwa program satu kecamatan satu 

milyar sudah berjalan, dengan jumlah keseluruhan dari setiap kecamatan tahun 

2011 sampai 2016 berjumlah 8388 orang yang sudah melakukan pinjaman 

usaha. Jumlah mitra binaan terbesar terdapat di Kecamatan Jombang sebanyak 

1773 orang sedangkan untuk jumlah mitra binaan terkecil terdapat di 

Kecamatan Pulomerak sebanyak 732 orang. Dari tabel tersebut terdapat tiga 
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jenis pinjaman pada program ini diantaranya: perintisan usaha sasaran RTS, 

penguatan usaha sasaran UMK Non RTS termasuk koperasi, dan 

pengembangan usaha sasaran UMK dan koperasi. 

Sedangkan dilihat dari garis kemiskinan, Kecamatan Ciwandan merupakan 

paling banyak. 

Tabel 1.2 
Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) Kota Cilegon tahun 2016 

 
Kecamatan Jumlah 

penduduk Total RTS ratio 

Cibeber 54977 2109 3,84% 
Cilegon 43534 1168 2,68% 

Citangkil 72941 2410 3,3% 
Ciwandan 46514 2720 5,85% 

Grogol 43414 1403 3,23% 
Jombang 65897 1797 2,73% 

Pulomerak 44960 1912 4,25% 
Purwakarta 39869 1233 3,09% 

(sumber: Data dari UPT PEM Kota Cilegon, sep 2016) 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik melakukan penelitian di Kecamatan 

Ciwandan karena berdasarkan tabel, Kecamatan Ciwandan terdapat jumlah 

RTS yang paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainnya. 

Kecamatan Ciwandan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Cilegon 

yang wilayah kerjanya meliputi: Kelurahan Gunung Sugih, Kelurahan Kepuh, 

Kelurahan Randakari, Kelurahan Tegalratu, Kelurahan Banjarnegara, dan 

Kelurahan Kubangsari. Kecamatan Ciwandan merupakan kawasan industri, 

dimana banyak pabrik- pabrik yang merupakan lapangan pekerjaan bagi 
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masyarakat Kecamatan Ciwandan. Tetapi dengan adanya pabrik- pabrik 

tersebut belum  berpengaruh besar terhadap masyarakat Ciwandan, masih 

banyak masyarakat yang tidak bekerja.  

Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Kecamatan Ciwandan 

Berdasarkan Kondisi Sosial Ekonomi Tahun 2015 
Kelurahan Penduduk Pencari 

Kerja (Orang) 
Tidak Bekerja 

(Orang) 
Setengah 

Menganggur (Orang) 
Gunung Sugih 521 723 315 
Kepuh 705 375 251 
Randakari 400 90 180 
Tegalratu 550 1855 1854 
Banjarnegara 1024 3874 1987 
Kubangsari 619 968 324 
Jumlah 3819 7885 4911 
(Sumber: Data dari Kecamatan Ciwandan, sep 2016) 

Dilihat dari tabel di atas, masih banyak masyarakat Kecamatan Ciwandan 

yang tidak bekerja. Tetapi, dengan adanya UPT PEM Kecamatan Ciwandan 

yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada dalam Kecamatan 

Ciwandan yang bertempat di Kelurahan Randakari dengan digulirkannya 

program satu kecamatan satu milyar, yang secara langsung dapat memberikan 

kemudahan kepada masyarakat yang berada di Kecamatan Ciwandan dalam 

mendapatkan pelayanan permodalan untuk berwirausaha. 

Dilihat berdasarkan jumlah mitra binaan yang sudah melakukan pinjaman 

modal usaha dalam program satu kecamatan satu milyar di kecamatan 

Ciwandan pada tahun 2011 sampai 2016. Sebagai berikut: 
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Tabel 1.4 
Realisasi Pencairan Mitra Binaan Unit Pelaksana Teknis 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sub- Unit Kecamatan Ciwandan 
Program Satu Kecamatan Satu Milyar Juni Tahun 2011- September 

Tahun 2016 

No Kelurahan Perintisan Penguatan pengembangan Keterangan 
dana 

1 Gunung Sugih 58 67 15 APBD/ PT. 
KS 

2 Kepuh 16 86 17 APBD/ PT. 
KS 

3 Randakari 27 84 35 APBD/ PT. 
KS 

4 Tegal Ratu 44 58 16 APBD/ PT. 
KS 

5 Banjar Negara 56 137 31 APBD/ PT. 
KS 

6 Kubang Sari 18 55 10 APBD/ PT. 
KS 

 Jumlah  219 487 124  
 Jumlah total : 830 
(sumber: data dari UPT PEM Kecamatan Ciwandan, Sep 2016)  

Secara keseluruhan realisasi mitra binaan di UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan yaitu 830 orang, perintisan 219 orang, penguatan 487 orang, dan  

pengembangan 124 orang.  

Berdasarkan dari observasi awal dan wawancara terhadap UPT PEM Kota 

Cilegon, UPT PEM Kecamatan Ciwandan, dan Masyarakat Kecamatan 

Ciwandan, dalam program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan Ciwandan 

masih terdapat berbagai masalah, diantaranya: 

1. Kecamatan Ciwandan merupakan Kecamatan yang terdaftar paling banyak 

jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan dapat dilihat dari tabel 1.2. 
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Tujuan dari program satu kecamatan satu milyar adalah untuk 

meningkatkan pendapatan masyarakat terutama rumah tangga sasaran. 

Program satu kecamatan satu milyar di tujukan kepada calon wirausaha 

baru, serta pelaku  usaha ekonomi mikro kecil yang tengah meretas jalan 

untuk berwirausaha.  Tetapi  sampai saat ini di Kecamatan Ciwandan hanya 

sedikit masyarakat yang meminjam dana untuk berwirausaha dalam 

program satu kecamatan satu milyar. Hal ini dikarenakan masyarakat ada 

yang tidak mengetahui adanya program ini dan ada yang merasa takut 

untuk meminjam walaupun dengan bunga yang kecil, karena masyarakat 

berpikir takut tidak bisa untuk mengembalikannya, serta disebabkan 

banyak masyarakat yang memilih untuk bekerja di proyek industri. 

2. Dana program satu kecamatan satu milyar masih belum tersalurkan 100% 

(seratus persen) kepada UPT PEM Kecamatan di Kota Cilegon. Dana yang 

tersalurkan di setiap Kecamatan hanya sekitar Rp. 729 juta menurut Ibu 

Eka Patria selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Kota Cilegon. UPT PEM Kecamatan Ciwandan untuk 

melaksanakan program satu kecamatan satu milyar dalam peminjaman 

modal usaha untuk masyarakat terhambat dan juga dibatasi jumlahnya 

dalam peminjaman modal usaha, sehingga banyak masyarakat yang 

kesulitan untuk melakukan wirausaha, hal ini di sebabkan karena kecilnya 

pinjaman modal usaha yang diberikan. Perintisan setinggi- tingginya Rp 



12 
 

 

 

1000000 (satu juta rupiah), penguatan Rp 1000000- Rp 5000000, dan 

pengembangan Rp 3000000- Rp 30000000. 

3. Untuk pelaksanaan keberhasilan suatu program pemerintah perlu adanya 

peran dari masyarakat, serta sangat tergantung dari upaya-upaya yang 

konkrit dalam membuat jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. 

Dalam membuat jenis usaha perlu adanya perencanaan yang matang dalam 

merintis usahanya. Tetapi di Kec. Ciwandan dalam program satu 

kecamatan satu milyar masih banyak rumah tangga sasaran (RTS)  dalam 

merintis usahanya tidak ada kemajuan, bahkan adapula yang  mengalami 

kegagalan dalam merintis usahanya. Hal ini dikarenakan mayoritas rumah 

tangga sasaran (RTS) yang meminjam modal usaha di program satu 

kecamatan satu milyar belum mempunyai rencana/ ide dalam mendirikan 

jenis usahanya. Dan ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 
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Tabel 1.5 
Kolektibilitas Mitra Binaan per september 2016 

No.  Kelurahan  
Perintisan Penguatan pengembangan 

Macet Macet Macet 
Org Rp Org Rp Org Rp 

1 
Banjar 
Negara 

      
1  

    
1.132.000  

      
3  

    
3.600.000  

      
1  

    
2.570.000  

2 
Gunung 
Sugih  

    
17  

    
5.409.000  

      
8  

    
7.501.400      

3 Kepuh        
1  

    
1.560.000  

      
7  

    
3.984.000  

      
1  

    
3.975.000  

4 Kubang Sari       
1  

    
1.366.000  

      
2  

       
173.000  

      
2  

    
4.850.000  

5 Randakari       
6  

    
4.089.400  

      
9  

    
8.548.000      

6 Tegal Ratu       
4  

    
1.998.000  

      
5  

    
3.397.000  

      
3  

  
16.136.000  

Jumlah 
    
30  

  
15.554.400  

    
34  

  
27.203.400  

      
7  

  
27.531.000  

Sumber: Data dari UPT PEM Keca,matan Ciwandan , sep 2016. 

 

4. Maksud dari program pro rakyat PEM BK “Satu Kecamatan Satu Milyar 

untuk Wirausaha” adalah untuk meningkatkan pendapatan RTS dan UMK 

dalam upaya mengurangi masyarakat miskin dan pengangguran secara 

berkelanjutan. Kecamatan Ciwandan terlihat belum berdayanya masyarakat 

secara ekonomi. Karena kebutuhan masyarakat setiap tahunnya selalu 

bertambah yaitu kebutuhan untuk sandang dan pangan. Sehingga dalam 

pengelolaan dana usahanya tidak teratur dan hasil bahkan modal 

wirausahanya digunakan untuk kebutuhan sehari- hari. 
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Dengan melihat fenomena permasalahan-permasalahan terkait 

pemberdayaan masyarakat, inilah yang melatar belakangi penulisan untuk 

meneliti mengenai : 

“PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI 

PROGRAM SATU KECAMATAN SATU MILYAR DI KECAMATAN 

CIWANDAN KOTA CILEGON TAHUN 2016”. 
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1.2.   IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah merupakan pengenalan mengenai masalah yang diambil 

dari latar belakang. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar 

belakang dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya minat rumah tangga sasaran (RTS) dan masyarakat 

Kecamatan Ciwandan terhadap program satu kecamatan satu milyar. 

2. Keterbatasan permodalan membuat mitra binaan  mengalami kesulitan 

dalam menjalankan usaha. 

3. Belum adanya rencana/ ide yang matang dalam membuat/mendirikan 

jenis usaha yang produktif. 

4. Kesalahan perencanaan dalam mengelola modal usaha (Meningkatnya 

tuntutan pemenuhan kebutuhan rumah tangga sasaran (RTS)). 

 

1.3.   BATASAN MASALAH  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu, penelitian akan membatasi 

tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan 

Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan. Peneliti memfokuskan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan 

Ciwandan melalui tolak ukur program satu kecamatan satu milyar. 
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1.4.   RUMUSAN MASALAH 

Untuk mempermudah penyusunan penelitian, permasalahan yang akan 

dibahas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Seberapa besar tingkat 

keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui program Satu 

Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016?” 

 

1.5.   TUJUAN PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin 

dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan 

mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

peneliti ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di 

Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016. 

 

1.6.   MANFAAT PENELITIAN 

Secara Teoritis 

Manfaat yang diharapkan secara teoritis dari penelitian ini adalah dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi terciptanya kontribusi dalam 

pemberdayaan masyarakat di Kota Cilegon khususnya di Kecamatan Ciwandan 

melalui program satu kecamatan satu milyar yang dapat meningkatkan citra 

positif bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sultan Ageng 

Tirtayasa. 
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Secara Praktis 

Manfaat yang diharapkan secara praktis dari penelitian ini adalah dapat 

menjadi masukan bagi UPT PEM Kota Cilegon dan UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan. 

Adapun beberapa manfaat lainnya dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti. 

b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang terkait objek 

yang sama. 

c. Agar penulis lebih memahami betapa pentingnya posisi pembuatan 

manajemen publik bagi kesejahteraan hidup masyarakat 

2. Bagi Instansi 

Menstimulus bagi peneliti-peneliti lain yang akan atau sedang meneliti 

objek penelitian, diharapkan kelak semakin banyaknya peneliti-peneliti 

handal yang dilahirkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 

3. Bagi Peneliti yang akan datang 

a. Sebagai bahan referensi tugas mahasiswa lainnya. 

b. Bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa diharapkan nantinya dapat 

memupuk jiwa idealisme dalam melaksanakan manajemen publik 

sebaik mungkin, kelak setelah menjadi pejabat. 
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c. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat ujian sarjana strata-1 pada 

program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN 
HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Sub bab Tinjauan Pustaka mengemukakan teori- teori Pendukung yang 

digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini, peneliti menggunakan beberapa 

teori untuk mendukung masalah dalam penelitian. Teori- teori ini berguna 

sebagai penjelas dan kerangka pemikiran dalam penelitian. Maka dari itu, pada 

bab ini peneliti akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan tentang dengan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu 

Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016. 

2.1.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan merupakan suatu kesepakatan bersama yang di ambil dari 

suatu atau berbagai permasalahan yang terjadi. Namun selain definisi di atas 

disampaikan pula definisi Menurut Anderson dalam Winarno (2007: 18) 

kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan 

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau 

suatu persoalan. Definisi di atas memberikan gambaran bahwa kebijakan 

dibuat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi tentunya kebijakan 
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ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat atau yang 

sering disebut dengan publik. Sehigga kata kebijakan lebih sering diucapkan 

dengan kebijakan publik. Di bawah ini akan dijaarkan mengena definisi 

kebijakan publik menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut: 

 
Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Eyestone 
dalam Winarno (2007: 17). Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan 
publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah 
dengan lingkungannya”. 
 
Sedangkan menurut Rose dalam Agustino (2006: 7) mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian yang panjang dari banyak atau 

sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memilki konsekuensi bagi yang 

berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.” 

Definisi lain mengenai kebijakan publik yang ditawarkan Easton dalam 
Agustino (2006: 8) kebijkan publik merupakan keputusan politik yang 
dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, 
karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik 
tersebut dirumuskan sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu: “para 
senior, kepala tetinggi, eksekutif, legislative, para hakim, administrator, 
penasehat, para raja, dan sebagainya. Easton mengatakan bahwa mereka- 
mereka yang berotoritas dalam system politik dalam rangka 
memformulasi kebijakan publik itu adalah orang- orang yang terlibat 
dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab 
dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik pada mereka diminta 
untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta 
mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 
 

Menurut Chandler dan Plano dalam Harbani (2010: 38- 39) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber- 

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. 
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Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan 

suatu bentuk investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan 

orang- orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup 

dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. 

Dan menurut Dunn dalam Harbani (2010: 39), mengatakan sebagai 

berlaku: 

Bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan- pilihan yang 
saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah 
pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, energy 
kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, 
perekonomian dan lain-lain. 
 
Definisi lain menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2005: 4) 

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “seperangkat tindakan pemerintah 

yang didesain untuk mencapai hasil- hasil tertentu.” Mengacu pada definisi 

yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn, kebijakan publik mencakup 

beberapa hal yaitu: 

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum pernyataan- 
pernyataan yang ingin dicapai. 

2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan- keputusan 
pemerintah yang dipilih. 

3. Kewenangan formal seperti undang- undang atau peraturan 
pemerintah. 

4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana 
penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. 

5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh 
pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu. 
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Dari berbagai uraian di atas, kebijakan publik dapat di katakan bahwa 

suatu rangkaian pilihan-pilihan yang dibuat pemerintah yang akan 

menghasilkan output mensejahterakan masyarakat yang menyangkut tugas 

dari pemerintah. Dan juga kebijakan dibuat untuk memecahkan masalah-

masalah yang terjadi di lingkungan baik pemerintahan atau di lingkungan 

masyarakat. Kebijakan publik tentunya harus berpihak kepada kesejahteraan 

publik bukan memihak kepada segelintir golongan atau kelompok 

kepentingan tertentu. Karena dasar dari kebijakan adalah untuk melancarkan 

proses pembangunan, sedangkan kebijakan publik berarti menunjukkan pada 

dasar proses pembangunan masyarakat yang akan dijabarkan pada point 

selanjutnya. 

2.1.2  Pembangunan Masyarakat 

Pada saat ini pembanguan begitu gencar dilakukan dari seluruh aspek 

baik dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pembangunan dilakukan 

untuk menuju kearah modernisasi untuk lebih memahami makna dari 

pembangunan masyarakat maka di bawah ini dijabarkan mengenai 

pembangunan. Istilah pembangunan diartikan sebagai pertumbuhan, 

rekontruksi, modernisasi, westernisasi, perubahan sosial, pembebasan, 

pembaharuan, pembangunan bangsa, pembangunan, pengembangan dan 

pembinaan. Untuk lebih dalam dijabarkan definisi pembangunan dari 

beberapa ahli dibawah ini: 
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Saul M. Katz dalam bukunya Indrawijaya dan Pranoto (2011: 34) 
mendefinisikan pembangunan sebagai perubahan yang berlangsung 
secara luas dalam masyarakat dan bukan sekedar pada sektor ekonomi 
saja melainkan sektor lainnya seperti perubahan pendapatan perkapita 
atau perubahan grafik tenaga kerja dan lainnya. 
 
Menurut Mardikanto dalam buku Sjafari dan Sumaryo (2007: 15) istilah 

pembangunan dapat diartikan sebagai. 

a. Proses yang diupayakan secara sadar dan terencana. 

b. Proses perubahan yang mencakup banyak aspek kehidupan manusia, 

baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

c. Proses pertumbuhan ekonomi. 

d. Proses atau upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki mutu hidup 

atau kesejahteraan setiap individu dan seluruh warga masyarakat. 

e. Pemanfaatan teknologi baru atau inovasi yang terpilih. 

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai 

“Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation 

building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan 

pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke 

arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. 
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Dan menurut Rahardjo dalam buku Sjafari dan Sumaryo (2007: 15-16). 

Mengemukakan bahwa pembangunan dapat diartikan sebagai. 

1. Proses yang menunjukan adanya suatu kegiatan guna mencapai kondisi 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi yang 

mendahuluinya. 

2. Usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan 

sosial melalui modernisasi. Perubahan sosial yang dimaksud adalah 

perubahan sosial yang utuh, bukan yang parsial. 

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses 

untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("a process of enlarging 

people's choices"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus 

pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah 

kekayaan suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut 

pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini 

lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada 

pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan 

seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari 

pertumbuhan ekonominya, Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), 

sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat 

perhatian 
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b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan 

bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan 

mereka; oleh karena itu, konsep pembanguna manusia terpusat pada 

penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi 

saja. 

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada 

upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara 

optimal. 

d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: 

produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan. 

e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan 

pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk 

mencapainya. 

Pembangunan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menciptakan 

tingkat kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat dengan 

melibatkan peran serta nyata dari mereka (Sjafari dan Sumaryo: 17).  

Dari berbagai uraian di atas maka, pembangunan masyarakat merupakan 

suatu proses untuk melakukan pertumbuhan dan perubahan kearah yang lebih 

baik yang berlangsung secara luas dan sudah terencana. Selain itu 

pembangunan tidak selalu tentang pembangunan fisik mengenai infrastruktur, 
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tapi juga pembangunan manusia atau pembangunan masyarakat, yang mana 

masyarakat diberdayakan untuk membangun lingkungannya secara mandiri. 

Dalam pelaksanaannya pembangunan masyarakat diperlukan prinsip-prinsip 

dalam penyelenggaraan pembangunan yang aka dijelaskan pada point 

berikutnya. 

2.1.2.1  Prinsip Penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat 

Untuk melaksanakan pembangunan masyarakat dengan tujuan 

kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat maka 

diperlukan prinsip penyelenggaraan pembangunan masyarakat, Menurut 

Siagian dalam bukunya Sjafari dan Sumaryo (2007: 24-26), sedikitnya 

ada 10 prinsip alam penyelenggaraan pembangunan masyarakat, yaitu: 

1. Kesemestaan atau komprehensif, artinya cakupan bidang-bidang 

pembangunan masyarakat harus meliputi seluruh segi kehidupan 

dan penghidupan masyarakat luas. 

2. Partisipasi masyrakat, maksudnya betapapun dominannya peranan 

pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan tidak 

mungkin seluruh beban menyelenggarakan pembangunan itu 

dipikul oleh pemerintah beserta seluruh aparaturnya, betapapun 

tingginya disiplin dan dedikasi aparatur tersebut. 
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3. Keseimbangan, artinya sesuatu bidang pembangunan tidak dapat 

dipandang lebih penting dari bidang yang lain. Bahwa sesuatu 

bidang tertentu didahulukan pelaksanaannya, kiranya tidak 

merupakan masalah, karena secara logis akan menuntut 

pelaksanaan yang didasarkan atas sesuatu skala prioritas yang 

jelas. 

4. Kontinuitas, maksudnya diperlukan kesinambungan pelaksanaan 

berbagai kegiatan pembangunan itu, dan satu tahap pembangunan 

hanyalah satu rantai dari sesuatu mata rantai yang amat panjang. 

5. Pendekatan kesisteman, yaitu suatu cara yang tepat untuk 

dipergunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang rumit. 

6. Mengandalkan kekuatan sendiri, namun bukan berarti bahwa 

penyelenggaraan pembangunan itu dilakukan dalam suasana 

terisolasi. 

7. Kejelasan strategi dasar, maksudnya harus mengandung pedoman 

pokok sebagai pegangan utama yang dalam proses selanjutnya 

perlu dan memang dijabarkan dalam rencana dan program kerja 

yang dalam banyak hal dituangkan dalam proyek-proyek 

pembangunan. 

8. Skala prioritas yang jelas dan bersifat luwes, artinya skala prioritas 

yang telah ditetapkan sebelumnya harus dimungkinkan untuk 
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ditinjau secara berkala dan apabila memang perlu dilakukan 

penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga menjadi realistic. 

9. Kelestarian ekologi, maksudnya pembangunan harus pula 

sekaligus menjamin kelestarian ekologis dan keseimbangan 

ekosistem dibumi ini. 

10. Pemerataan disertai pertumbuhan, maksudnya hasil-hasil 

pembangunan yang telah dicapai (seperti dibidang ekonomi) harus 

sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, terutama yang 

berpenghasilan rendah, tetapi tidak dibagi habis sehingga tetap 

tersedia kemampuan yang semakin meningkat untuk mencapai 

hasil yang lebih besar dimasa yang akan datang. 

Dari penjabaran mengenai prinsip penyelenggaraan pembangunan 

masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing prinsip 

penyelenggaraan pembangunan masyarakat melengkapi dan saling 

berkesinambungan satu sama lain, sehingga dalam pelaksanaannya 

pembangunan masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Misalnya 

bila pembangunan hanya mendapatkan partisipasi masyarakat namun tidak 

dilakukan secara berkelanjutan sampai selesai maka pembangunan akan 

terhenti ditengah jalan dan output yang diharapkan menjadi tidak maksimal 

sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan masyarakat harus memenuhi 

semua prinsip yang telah dijabarkan di atas.  
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2.1.2.2  Pembangunan Kesejahteraan Sosial 

Penjelasan di atas menjelaskan mengenai pembangunan masyarakat, 

dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pada masa kini 

pembangunan telah mencangkup keseluruh aspek termasuk pada aspek ini 

yaitu pembangunan kesejahteraan sosial yang memiliki definisi 

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan 

melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan 

pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan 

mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial 

(Suharto, 1997). Selanjutnya tujuan dari pembangunan kesejahteraan 

sosial yang akan dijelaskan di bawah ini: 

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang 

mencakup: 

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial 

dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama 

kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan 

rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial. 

2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan 

kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menunjang harga 

diri dan martabat kemanusiaan. 
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3. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan 

pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan 

dan standar kemanusiaan. 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk peningkatan kualitas 

masyarakat dari sisi sosialnya baik dalam hal pemberdayaan, atau kualitas 

standar hidup yang dilakukan dengan cara intervensi dari sisi sosialnya seperti 

pembangunan lainnya pembagunan kesejahteraan dilakukan secara terencana. 

Pada point selanjutnya akan dibahas mengenai fokus pembangunan 

kesejahteraan masyarakat. 

2.1.2.3  Fokus Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat 

Penjelasan Spicker dalam bukunya Suharto (2010: 9) mengenai 

konsep welfare juga membantu mempertegas substansi pembangunan 

kesejahteraan sosial dengan menyatakan bahwa welfare (kesejahteraan) 

dapat diartikan sebagai “well-being” atau “kondisi sejahtera”. Namun, 

welfare juga berarti „the provision of social service provided by the state’ 

dan sebagai ‘ Certain types of benefits, especially means-tested social 

security, aimed at poor people’. Artinya, pembangunan kesejahteraan 

sosial menunjuk pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh 

Negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang 

ditujukan bagi orang miskin. Seperti halnya pengalaman di Negara lain, 
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maka pembangunan kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada 

tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial (social services/provisions), 

perlindungan sosial (social protection), dan pemberdayaan masyarakat 

(community/social empowerment). Ketiga fokus kegiatan tersebut 

dilakukan dengan berdasar kebijakan atau strategi yang bermatra 

pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan. 

Gambar 2.1 
Fokus pembangunan kesejahteraan sosial 

 

  

 

 

 

Sumber: Spicker dalam buku Suharto (2010: 9) 

2.1.3  Pemberdayaan Masyarakat 

Jika pada penjelasan sebelumnya dijelaskan mengenai pembangunan 

masyarakat maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai pemberdayaan 

masyarakat yang merupakan cara dan tindak lanjut dari pemberdayaan 

masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment) berasal dari kata „power‟ (kekuasaan atau keberdayaan).  
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Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah empowerment berkembang di 

Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, 

dan 90-an. Konsep pemberdayaan ini kemudian mempengaruhi teori- teori 

yang berkembang belakangan.  

Dalam buku Suharto (2010: 58) Pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam. 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan 

(freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan. 

b. Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka 

dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang- barang 

dan jasa- jasa yang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan 

yang mempengaruhi mereka. 

Menurut Parsons dalam Suharto (2010: 58- 59).  

“Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 
kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan 
mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang 
mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 
memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup 
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untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 
menjadi perhatiannya.” 

Sumodiningrat (1999), mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya 

memperkuat kelembagaan masyarakat agar rakyat mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan social 

yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya 

untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Menurut Rappaport dalam Suharto (2010:59). “Pemberdayaan adalah 

suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar 

mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.” 

Dan Chambers dalam Suharto (2009: 99). 

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 
yang merangkum nilai- nilai social. Konsep ini membangun paradigm 
baru dalam pembangunan, yakni yang bersifat “people- centered, 
participatory, empowering, and subtainable”.” 

Menurut Manuwoto dalam bukunya Ibrahim Indrawijaya dan Pranoto 
(2011: 72), memberikan definisi “Pemberdayaan masyarakat adalah suatu 
upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang 
kondisinya pada suatu waktu tidak, atau belum mampu dan mandiri suatu 
komplek masyarakat”. 
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Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata mempengaruhi kebutuhan 

dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses 

kemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya belakangan ini 

banyak dikembangkan sebagai upaya untuk mencari alternative terhadap 

pertumbuhan- pertumbuhan dimasa lalu. 

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

tiga sisi. 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah 

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama 

sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah- langkah positif, 

selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini 

mengikuti langkah- langkah nyata, dan menyangkut penyediaan 

berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai 

peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat makin 
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berdaya. Dalam upaya pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok 

adalah meningkatkan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta 

akses kedalam sumber- sumber kemajuan ekonomi seperti modal, 

teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan 

pemberdyaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana 

dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, jembatan, maupun 

sekolah, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau 

oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta kesediaan lembaga- 

lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana 

terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, 

perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, 

karena program- program umum yang berlaku untuk semua, tidak 

selalu menyentuh pada lapisan masyarakat ini. 

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi, dalam proses 

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, 

oleh karena itu kekurangberdayaan dalam mengahadapi yang kuat. 

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan yang lemah amat 

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. 

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang 

lemah. 
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Dari berbagai uraian di atas maka, pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah proses atau upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam 

berbagai aspek untuk memperbaiki kehidupannya. Yang mana dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat tentunya tidak dapat dilakukan secara 

sembarangan karena pada saat ini banyak sekali program-program 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemeritah namun belum 

menuai hasil yang maksimal. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat 

harus sangat diperhatikan dari sisi yang telah dijelaskan di atas agar output 

dari pemberdayaan itu sendiri dapat tercapai. Sebelumnya dapat dilakukan 

pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan 

menjadi tepat sasaran. 

2.1.3.1 Pendekatan- Pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dianggap perlu agar 

pemberdayaan itu sendiri menjadi tepat sasaran. Dalam buku Suharto 

(2005: 67). Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan 

dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat 

disingkat menjadi 5p, yaitu: 

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari 

sekar- sekar kultural dan struktural yang menghambat. 
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2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu 

menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan 

diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka. 

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok- 

kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, 

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi 

tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya 

eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat 

kecil. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang 

semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 
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menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan 

setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

Dubois dan Miley dalam bukunya Suharto (2005: 68). Memberi 

beberapa titik atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam 

pemberdayaan masyarakat: 

1. Membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, 
menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri 
(self-determination), menghargai perbedaan dan keunikan 
individu, menekankan kerja sama klien (client partnerships). 

2. Membangun komunikasi yang menghormati martabat dan harga 
diri klien, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada 
klien, dan menjaga kerahasiaan klien. 

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi 
klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai 
hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan 
belajar dan melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan 
evaluasi. 

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui 
ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam 
pengembangan professional, riset, dan perumusan kebijakan, 
penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik, 
penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan 
kesempatan. 

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa banyak cara yang 

dilakukan dalam tahap pemberdayaan masyarakat masing-masing tahap 

tentunya memberikan gambaran bahwa dengan melakukan tahapan 

tersebut pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan sesuai harapan. 

Namun dalam tahapan pemberdayaan masyarakat yang paling penting 

adalah konsistensi dengan tujuan karena terkadang kondisi masyarakat 

yang tidak selalu sama sewaktu-waktu dapat menyebabkan kegagalan 
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dalam pemberdayaan masyarakat selain itu tahapan yang penting ada 

meghindari konflik karena tidak selalu masyarakat bersedia untuk 

diberdayakan.  

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat 

Terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan yaitu menurut Ife 

dan Kartasasmita dalam bukunya Indrawijaya dan Pranoto (2011: 64-65), 

yaitu: 

a. Prinsip partisipasi, bahwa kegiatan pemberdayaan dalam 

pelaksanaannya harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif 

dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan 

program, pelaksanaan, pengawasan sampai tahap memetik hasil. 

b. Prinsip sustainability, mengarahkan hasil-hasil yang dicapai 

melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan 

masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal 

dalam wadah sosial ekonomi setempat. 

c. Prinsip demokratis, menghendaki agar rakyat dalam kegiatan 

pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan 

kepada dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang 

mereka miliki. 
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d. Prinsip transparansi, mengisyaratkan bahwa kegiatan 

pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam 

pengelolaan sumber daya-sumber daya. Terutama keuangan harus 

dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut 

memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak 

sponsor sampai pada masyarkat sasaran. 

e. Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pengelolaan keuangan harus 

dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana program secara 

terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. 

f. Prinsip desentralisasi, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau 

tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang 

dilakukan oleh pemerintah. 

g. Prinsip profitable, memberikan pendapat yang memadai dan 

mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis. 

h. Prinsip acceptable, mengarahkan agar bantuan yang diberikan 

kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa 

agar mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai 

pelaksana serta pengelola. 

i. Prinsip replicable, mengisyaratkan agar pengelola program 

pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana 
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dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan 

dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. 

Peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui 

bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan 

menganut beberapa prinsip sebagai berikut: 

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok 

sasaran (acceptable). 

2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable). 

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat 

untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable). 

4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable). 

5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah 

digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup 

yang lebih luas (replicable). (Gunawan Sumodiningrat, 1999). 

Sumodiningrat (1999) juga mengemukakan indikator keberhasilan 

yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan 

masyarakat yang mencakup: 

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 
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2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan 

penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia. 

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya. 

4. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan 

makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, 

makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem 

administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi sosial 

dengan kelompok lain. 

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan 

yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin 

yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial 

dasarnya. 

Kesimpulan dalam penjelasan prinsip pemberdayaan masyarakat 

adalah bahwa dalam mengukur keberhasilan sebuah pemberdayaan 

masyarakat diperlukan indikator-indikator yang telah dijelaskan di atas 

namun indikator yang terpenting dalam mengukur sebuah keberhasilan 

dalam pemberdayaan masyarakat adalah terciptanya kemandirian 

masyarakat di mana masyarakat dapat mengatasi sendiri permasalahan-

permasalahan yang ada dilingkungannya tanpa bergantung kepada 
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pemerintah. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak lagi mejadi 

fasilitator seperti yang saat ini kebanyakan terjadi. 

2.1.3.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Suharto (2010: 59- 60) Pemberdayaan adalah sebuah proses 

dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu- individu yang mengalami masalah 

kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan 

atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun social seperti memiliki kepercayaan 

diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, 

berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan 

tugas- tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan 

seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan 

sebagai sebuah proses. 

Schuler, Hashemi dan Riley dalam bukunya Suharto (2010: 63-66), 

mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut 

sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan 
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pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang 

menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, dan kemampuan cultural dan politis. Ketiga aspek tersebut 

dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: „kekuasaan didalam‟ 

(power within), „kekuasaan untuk‟ (power to), „kekuasaan atas‟ (power 

over), „kekuasaan dengan‟ (power with). Tabel merangkum indikator 

pemberdayaan. 

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar 

rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini 

dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu 

untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. 

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: 

mampu membuat keputusan secara sendiri  maupun bersama 

suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. 

5. Kebebasan relative dari dominasi keluarga 

6. Kesadaran hokum dan politik: mengetahui salah seorang pegawai 

pemerintah desa, anggota DPRD setempat, presiden; mengetahui 

pentingnya memiliki surat nikah dan hokum-hukum waris. 
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7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang 

dianggap „berdaya‟ jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau 

bersama orang lain melakukan protes. 

8.  Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki 

rumah, tanah, asset produktif, dan tabungan. 

Tabel  2.1  
Indikator Keberdayaan 

Jenis 
hubungan 
kekuasaan 

Kemampuan ekonomi Kemampuan 
mengakses manfaat 

kesejahteraan 

Kemampuan cultural 
dan politis 

Kekuasaan 
didalam: 
meningkatkan 
kesadaran dan 
keinginan untuk 
berubah 

 Evaluasi positif 
terhadap kontribusi 
ekonomi dirinya 

 Keinginan memiliki 
kesempatan ekonomi 
yang setara 

 Keinginan memiliki 
kesamaan hak terhadap 
sumber yang ada pada 
rumah tangga dan 
masyarakat 

 Kepercayaan diri dan 
kebahagiaan 

 Keinginan memiliki 
kesejahteraan yang 
setara 

 Keinginan membuat 
keputusan mengenai diri 
dan orang lain 

 Keinginan untuk 
mengontrol jumlah anak 

 Assertiveness dan 
otonomi 

 Keinginan untuk 
menghadapi 
subordinasi gender 
termasuk tradisi 
budaya, diskriminasi 
hokum dan pengucilan 
politik 

 Keinginan terlibat 
dalam proses-proses 
budaya, hukum, dan 
politik 

Kekuasaan 
untuk: 
meningkatkan 
kemampuan 
individu untuk 
berubah; 
meningkatkan 
kesempatan 
untuk 
memperoleh 
akses 

 Akses terhadap 
pelayanan keuangan 
mikro 

 Akses terhadap 
pendapatan 

 Akses terhadap aset-
aset produktif dan 
kepemilikan 
rumahtangga 

 Akses terhadap pasar 
 Penurunan beban 

dalam pekerjaan 
domestic, termasuk 
perawatan anak 

 Keterampilan, termasuk 
kemelekan huruf 

 Kesadaran mengenai dan 
akses terhadap 
pelayanan kesehatan 
reproduksi 

 Ketersediaan pelayanan 
kesejahteraan public 

 Mobilitas dan akses 
terhadap dunia diluar 
rumah 

 Pengetahuan mengenai 
proses hokum, politik, 
dan kebudayaan 

 Kemampuan 
menghilangkan 
hambatan formal yang 
merintangi akses 
terhadap proses 
hokum, politik, dan 
kebudayaan 

Kekuasaan 
atas: perubahan 
pada hambatan-
hambatan 
sumber dan 

 Control atas 
penggunaan pinjaman 
dan tabungan serta 
keuntungan yang 
dihasilkannya 

 Control atas ukuran 
konsumsi keluarga dan 
aspek bernilai lainnya 
dari pembuatan 
keputusan keluarga 

 Aksi individu dalam 
menghadapi dan 
mengubah persepsi 
budaya kapasitas dan 
hak wanita pada 
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kekuasaan pada 
tingkat 
rumahtangga 
masyarakat dan 
makro; 
kekuasaan atau 
tindakan 
individu untuk 
menghadapi 
hambatan-
hambatan 
tersebut 

 Control atas 
pendapatan aktifitas 
produktif keluarga 
yang lainnya 

 Control atas aset 
produktif dan 
kepemilikan keluarga 

 Control atas alokasi 
tenaga kerja keluarga 

 Tindakan individu 
menghadapi 
diskriminasi atas akses 
terhadap sumber dan 
pasar 

termasuk keputusan 
keluarga berencana 

 Aksi individu untuk 
mempertahankan diri 
dari kekerasan keluarga 
dan masyarakat 

tingkat keluarga dan 
masyarakat 

 Keterlibatan individu 
dan pengambilan peran 
dalam proses budaya, 
hokum, dan politik 

Kekuasaan 
dengan: 
meningkatnya 
solidaritas atau 
tindakan 
bersama dengan 
orang lain untuk 
menghadapi 
hambatan-
hambatan 
sumber dan 
kekuasaan pada 
tingkat rumah 
tangga, 
masyarakat dan 
makro 

 Bertindak sebagai 
model peranan bagi 
orang lain terutama 
dalam  pekerjaan  
public dan modern 

 Mampu member gaji 
terhadap orang lain 

 Tindakan bersama 
menghadapi 
diskriminasi pada 
akses terhadap sumber 
(termasuk hak atas 
tanah), pasar dan 
diskriminasi gender 
pada konteks ekonomi 
makro 

 Penghargaan tinggi 
terhadap dan 
peningkatan pengeluaran 
untuk anggota keluarga 

 Tindakan bersama untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan publik 

 Peningkatan jaringan 
untuk memperoleh 
dukungan pada saat 
krisis 

 Tindakan bersama 
untuk membela orang 
lain menghadapi 
perlakuan salah dalam 
keluarga dan 
masyarakat 

 Partisipasi dalam 
gerakan-gerakan 
menghadapi 
subordinasi gender 
yang bersifat cultural, 
politis, hokum pada 
tingkat masyarakat dan 
makro 

Sumber: Schuler, Hashemi dan Riley dalam bukunya Suharto (2010: 63-66) 

2.1.4  Program Satu Kecamatan Satu Milyar 

Program pro rakyat merupakan program yang berpihak pada rakyat dan 

langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat, terutama masyarakat 

miskin atau disebut rumah tangga sasaran (RTS) program pro rakyat 

dilaksanakan sebagai bagian dari satu upaya penguatan dalam sektor ekonomi. 
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Untuk itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi program prioritas 

yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam 

upaya mewujudkan agenda cilegon sejahtera. Dalam upaya mempertajam 

strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Program pro rakyat one district one billion ini ditunjukan kepada calon 

wirausaha baru, serta pelaku usaha ekomoni mikro dan kecil yang tengah 

meretas jalan untuk berusaha, mereka yang ingin mengembangkan ekonomi 

keluarga, dan juga mereka yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya. 

Dana program satu kecamatan satu milyar berasal dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota 

cilegon dan PT. Krakatau Steel. 

2.1.4.1  Maksud dan Tujuan Program Satu Kecamatan Satu Milyar 

Maksud dari program pro rakyat PEM BK “Satu Kecamatan Satu 

Milyar untuk Wirausaha” adalah untuk meningkatkan pendapatan RTS 

dan UMK dalam upaya mengurangi masyarakat miskin dan 

pengangguran secara berkelanjutan, dengan tujuan: 

a. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha. 

b. Memberikan akses permodalan kepada RTS dan UMK secara 

mudah dan murah. 

c. Mengembangkan usaha RTS dan UMK. 

d. Mengembangkan potensi komoditas unggulan UMK. 
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2.1.4.2  Sasaran Mitra Binaan (Target Group), Kriteria dan Persyaratan 

Calon Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar. 

Sasaran mitra binaan (Target Group) adalah: 

a. Rumah tangga sasaran (RTS) dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon). 

2. Tercantum dalam data RTS (rumah tangga sasaran). 

3. Diprioritaskan usia kerja atau masih produktif. 

4. Diprioritaskan yang sudah memiliki/memulai usaha. 

5. Diprioritaskan yang belum pernah mendapatkan pinjaman dari 

lembaga keuangan atau pihak lain. 

6. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman ke berbagai lembaga 

keuangan atau pihak lain.  

b. Usaha mikro kecil (UMK) dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kota Cilegon (memiliki KTP Kota Cilegon). 

2. Memiliki/ sudah berusaha minimal 1 (satu) tahun. 

3. Diprioritaskan berusaha di sector produk unggulan daerah dan 

mampu menyerap tenaga kerja. 

4. Tidak mempunyai tunggakan pinjaman keberbagai lembaga 

keuangan, bank, maupun non bank, atau pihak lain. 

c. Koperasi dengan persyaratan sebagai berikut: 

1. Domisili koperasi di Kota Cilegon. 
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2. Koperasi primer yang berbadan hokum minimal 2 (dua) tahun. 

3. Memiliki anggota yang melakukan usaha produktif, pada 

semua sektor ekonomi. 

4. Melaksanakan rapat anggaran tahunan (RAT) setiap tahun. 

5. Memiliki pengurus dan pengawas yang dipilih dan diangkat 

oleh anggota. 

6. Diprioritaskan memiliki anggota yang mempunyai produk 

unggulan daerah. 

7. Memiliki potensi usaha untuk dikembangkan. 

8. Diprioritaskan yang belum pernah mendapat bantuan dari 

pemerintah maupun BUMN. 

9. Pengurus tidak terlibat dalam penyalahgunaan kredit program 

atau dana bantuan pemerintah dan bersedia bertanggung jawab 

atas penggunaan dana bergulir, baik yang dimanfaatkan oleh 

koperasi maupun anggotanya. 

2.1.4.3  Tahapan Pemberian Pinjaman dan Jenis Pinjaman 

Tahapan pemberian pinjaman kepada mitra binaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Rekruitasi 

2. Seleksi administrasi 

3. Survai usaha 



50 
 

4. Analisa kelayakan pinjaman 

5. Memutuskan kelayakan pinjaman 

6. Pembekalan dan pencairan pinjaman 

7. Pendampingan dan monitoring 

Jenis pinjaman kepada mitra binaan adalah perintisan usaha, 

penguatan usaha, dan pengembangan usaha. 

2.1.4.4  Pola Pinjaman 

1. Jangka waktu pinjaman 

a. Perintisan usaha:1 (satu) s/d 6 (enam) bulan. 

b. Penguatan usaha: 6 (enam) s/d 12 (dua belas) bulan. 

c. Pengembangan usaha: 12 (dua belas) s/d 24 (dua puluh empat) 

bulan. 

2. Jasa pinjaman 

Atas pinjaman dana bergulir oleh sasaran binaan dikenakan jasa 

pinjaman sebesar 0 (nol) sampai 6 (enam) persen dengan rincian: 

a. Perintisan usaha, 0-3 % (nol sampai tiga persen) per tahun. 

b. Penguatan usaha dan pengembangan usaha, 6 % (enam persen) 

per tahun. 

Besaran jsaa pinjaman ditetapkan dengan mempertimbangkan: 

a. Daya beli masyarakat. 
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b. Resiko penyaluran dana. 

c. Keberlangsungan dana bergulir. 

3. Plafon pinjaman 

Plafon pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada mitra binaan 

adalah: 

a. Perintisan usaha : setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- 

b. Penguatan usaha : Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- 

c. Pengembangan usaha : Rp. 3.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,- 

Grace Period pinjaman atau tenggang waktu angsuran pinjaman 

diberikan kepada RTS, sesuai dengan angsuran pinjaman yang 

disepakati dalam perjanjian pinjaman. 

4. Jaminan pinjaman 

Jaminan pinjaman yang harus dipenuhi oleh mitra binaan lebih 

bersifat pembinaan, sebagai tanggung jawab mitra binaan terhadap 

kewajiban yang harus diselesaikan sesuai peraturan. 

a. Perintisan usaha dan penguatan usaha jaminan berupa personal 

garansi, atau usahanya. 

b. Pengembangan usaha berasal dari kemitraan antara pemerintah 

Kota Cilegon dengan PKBL PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. 

Pihak ketiga sesuai perjanjian yang menjadi jaminan adalah 
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bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB), akte jual beli 

(AJB), dan sertifikat tanah. 

2.1.4.5  Status, Sifat, dan Sumber Dana Program Satu Kecamatan Satu 

Milyar 

1. Status Dana 

Dana bergulir merupakan uang milik Pemerintah Daerah dengan 

status kekayaan daerah yang terpisahkan. 

2. Sifat Dana 

Sesuai dengan peruntukannya dana bergulir dimaksudkan sebagai 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat bergulir 

3. Sumber Dana 

Dana bergulir bersumber dari: 

a. APBD alokasi investasi jangka panjang non permanen/ 

pembiayaan, yang harus dikembalikan ke kas daerah dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun. 

b. Pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 

c. Jasa pinjaman dana bergulir. 
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2.2  PENELITIAN TERDAHULU 

Adapun penelitian yang telah dilakukan terdahulu mengenai pemberdayaan 

masyarakat melalui program Satu Kecamatan Satu Milyar dalam konteks 

memberdayakan masyarakat antara lain: 

1. Nursalam (2010) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) Masyarakat Desa Melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (studi di Desa Wonomulyo 

Kec. Poncokusumo Kab.  Malang)”. Menyimpulkan bahwa Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) berpengaruh dalam 

menjalankan serta mengembangkan perekonomian masyarakat sesuai 

yang dimiliki potensi di Desa. Dan masih minimnya pengetahuan 

masyarakat karena kurangnya penyuluhan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Sehingga masyarakat masih 

banyak yang belum mendayagunakan program ini dalam memperbaiki 

perekonomian keluarganya. 

2. Abdur Rohim (2013) dalam penelitiannya “Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Pengembangan Desa Wisata (studi di Desa Bejiharjo Kec. 

Karangmojo Kab. Gunungkidul, DIY)”. Menyimpulkan bahwa 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sangat 

berpengaruh bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas SDM, 

Perubahan perilaku masyarakat agraris ke masyarakat pariwisata, 
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peningkatan ekonomi masyarakat yang meliputi pendapatan masyarakat. 

Namun disisi lain menimbulkan konflik perebutan pengelolaan. 

3. Erniyati (2010) dalam penelitiannya “Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 

(PPMK) di Kel. Semper Barat Jakarta Utara”. Menyimpulkan bahwa 

Strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PPMK yaitu 

melakukan pelatihan komputer dan memberikan pinjaman modal kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan keahliannya, 

membuka usaha sendiri, serta meningkatkan usahanya dengan maju. 

4. Esyin Quraesin (2013) dalam penelitiannya “Implementasi Program 

Satu Kecamatan Satu Milyar di Kec. Purwakarta Kot. Cilegon”. 

Menyimpulkan bahwa  pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar 

di Kec. Purwakarta belum berjalan dengan optimal seperti kurangnya 

ketersediaan teknologi, tidak adanya proses pengawasan, pencarian dana 

pinjaman yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, calon mitra 

binaan yang kurang dari target, sertanya kurang maksimalnya sosialisasi 

program. 
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2.3  KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

Menurut Sugiyono, (2005: 65). Kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

diidentifikasikan sebagai masalah penting. Kerangka berpikir merupakan alat 

berpikir peneliti dalam penelitian. 

Untuk mewujudkan hal-hal yang telah menjadi tujuan penelitian, maka 

kerangka penelitian ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang dijadikan kerangka pemikiran. Berdasarkan beberapa masalah 

yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti mencoba membentuk kerangka 

pemikiran untuk mengidentifikasikan masalah yang terjadi dilapangan berkaitan 

dengan Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan. 

Dari pelaksanaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan 

Ciwandan, jenis kegiatan yang dilaksanakan pada bidang ekonomi adalah 

pinjaman dana bergulir untuk peningkatan pendapatan rumah tangga sasaran 

(RTS), usaha mikro kecil (UMK), dan koperasi dalam kegiatan usaha-usaha 

produktif. Dengan ini peneliti bertujuan untuk melakukan penilaian atau 

pengukuran mengenai tingkat pemberdayaan masyarakat melalui adanya 

program satu kecamatan satu milyar ini dengan menggunakan teori 

Sumodiningrat (1999), dengan mengemukakan prinsip- prinsip program 

pemberdayaan masayarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat 

diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dan dipadukan dengan tujuan dari 
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program satu kecamatan satu milyar, sehingga dari perpaduan itu di temukan 

indikator-indikator pemberdayaan masyarakat. Indikator pemberdayaan 

masyarakat ini akan dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan 

masyarakat. 
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Gambar 2.2 
Kerangka berfikir 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Oleh Peneliti, 2017 

Permasalahan program satu kecamatan satu milyar : 
1. Masih rendahnya minat rumah tangga sasaran (RTS) dan masyarakat Kecamatan Ciwandan 

terhadap Program Satu Kecamatan Satu Milyar. 
2. Keterbatasan permodalan membuat mitra binaan mengalami kesulitan dalam merintis dan 

menjalankan usahanya. 
3. Belum adanya rencana/ ide dalam membuat/ mendirikan jenis usaha yang produktif 
4. Kesalahan perencanaan dalam mengelola modal usaha ( meningkatnya tuntutan pemenuhan 

kebutuhan rumah tangga sasaran (RTS)) 
 

Prinsip program pemberdayaan 
masyarakat menurut Sumodiningrat 
(1999), yaitu: 
1. Prinisp acceptable 
2. Prinsip accountable 
3. Prinsip profitable 
4. Prinsip sustainable 
5. Prinsip replicable 

Tujuan dari program satu kecamatan satu 
milyar, yaitu: 
a. Menumbuhkan minat masyarakat untuk 

berwirausaha. 
b. Memberikan akses permodalan kepada RTS dan 

UMK secara mudah dan murah. 
c. Mengembangkan usaha RTS dan UMK. 
d. Mengembangkan potensi komoditas unggulan 

UMK. 

Output 
Tingkat keberdayaan 
Masyarakat di Kecamatan 
Ciwandan 

Outcome 
Kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya 
pendapatan ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Ciwandan 
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2.4  HIPOTESIS PENELITIAN 

Sugiyono (2012: 64). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. 

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

hipotesis kerja atau alternatif. Adapun pernyataan hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui 

Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 

2016 mencapai 65% dengan tingkat ideal 100%”. 

Sedangkan, pernyataan hipotesis dalam penelitian ini secara lebih jelas 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Hipotesis nol (Ho) : µ < 65%, Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di 

Kecamatan Ciwandan lebih kecil sama dengan 65%. 

2. Hipotesis alternatif (Ha) : µ > 65%, Tingkat Keberhasilan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan 

Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan lebih besar dari 65%. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan 

kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada cirri-ciri 

keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat 

diamati oleh panca indera manusia. Dan Sistematis artinya proses yang 

digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang 

bersifat logis. (Sugiyono, 2012: 2).  

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan, atau menghubungkan antara variabel  satu dengan variabel lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

Pendekatan deskriptif  yang  dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

pemberdayaan masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar . 

Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail 
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mengenai suatu gejala atau fenomena. Dan pendekatan kuantitatif, dipergunakan 

karena melihat dari tujuan penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk 

memperoleh data yang valid dan reliable. Dengan itu peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif, metode survey, dan taraf penjelasan deskriptif dengan 

jenis data interval/ rasio, sehingga peneliti menganggap bahwa dengan data yang 

berbentuk angka-angkalah yang dapat menguatkan hasil penelitian yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. 

3.2  RUANG LINGKUP/ FOKUS PENELTIAN 

Agar penelitian lebih terstruktur dan sistematis, maka ruang lingkup 

penelitian difokuskan pada tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan 

Ciwandan Kota Cilegon. Fokus dari penelitian ini ada pada Tingkat Keberhasilan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu 

Milyar sedangkan lokus dari penelitian ini adalah di Kecamatan Ciwandan Kota 

Cilegon. 

3.3  LOKASI PENELITIAN 

Penelitian yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui 

Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon 

Tahun 2016 ini  lokasi penelitian atau tempat yang dilakukan untuk penelitian ini 
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adalah berlokasikan di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon yang dilakukan dari 

April 2015 sampai bulan Juni 2017. 

3.4  VARIABEL PENELITIAN 

Menurut Hatch dan Farhady, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang 

lain atau satu obyek dengan obyek yang lain (Sugiyono, 2012: 38). Variabel 

penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini jumlah variabel sebanyak satu variabel, dan variabel 

yang diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Adapun yang digunakan 

yaitu variabel tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat. 

3.5  INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena  alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini 

disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2009: 102). Karena pada prinsipnya 

meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat 

ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. 
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Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan sumber data 

diantaranya: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sampel/ 

responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data 

primer biasanya masih berupa data mentah yang kemudian diolah 

menggunakan teknik pengumpulan data sehingga didapat hasil kesimpulan 

dari hasil olahan data yang telah dilakukan. Data primer merupakan data 

utama untuk memperoleh hasil dari obyek yang akan diteliti, dan data primer 

pada penelitian ini diperoleh melalui: 

a. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden. 

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada masyarakat Kecamatan 

Ciwandan sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari program satu 

kecamatan satu milyar. 

b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan peraturan, Undang-Undang, laporan-laporan, catatan serta 

dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai 

referensi yang relevan dengan penelitian ini. 

d. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sebuah 

percakapan/ dialog sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
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menggunakan pedoman wawancara. Adapun teknik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur kepada sebagian dari para 

mitra binaan program satu kecamatan satu milyar. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung diberikan dari 

sumber data yang bersangkutan. Biasanya data-data diperoleh dari data yang 

sudah diolah yang berbentuk dokumen, buku-buku ilmiah maupun bahan 

lain yang sudah merupakan data hasil olahan. Data sekunder bersifat hanya 

melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pada penelitian 

ini, data sekunder didapat dari petunjuk teknis Operasional program satu 

kecamatan satu milyar yang didalamnya terdapat informasi mengenai 

tahapan-tahapan pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar, visi- 

misi, tujuan serta sasaran program tersebut. 

Instrumen penelitian juga digunakan untuk mengukur indikator dari 

variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, skala pengukuran instrument 

penelitian menggunakan skala likert yaitu skala pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2009: 93), dan juga menggunakan metode 

kuesioner langsung tertutup, yaitu kuesioner yang dirancang sedemikian rupa 

untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri, 

kemudian secara alternatif jawaban yang harus dijawab telah tertera dalam 

kuisoner tersebut (Burhan, 2005: 123). Kemudian indikator variabel yang diukur 
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tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk 

pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen memiliki tingkatan nilai dari sangat 

positif sampai sangat negatif. Dan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban dari setiap item instrumen diberi skor, sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Skor item instrument 

Skor positif (+) Skor negatif (-) 
4 1 
3 2 
2 3 
1 4 

 

Instrumen penelitian digunakan untuk nilai variabel yang akan diteliti. 

Adapun yang digunakan yaitu variabel tingkat pemberdayaan masyarakat berikut 

ini adalah instrumen penelitian seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.2 
Instrumen Penelitian 

Variabel 

Dimensi 

Indikator No. 
Item 

Prinsip 
Pemberdayaan 

Masyarakat 
Tujuan Program 

Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat 
melalui 
Program Satu 
Kecamatan 
Satu Milyar di 
Kecamatan 
Ciwandan 
Kota Cilegon 

1. Prinsip 
Acceptable 1. Menumbuhkan 

minat 
masyarakat 
untuk 
berwirausaha 

2. Memberikan 
akses 
permodalan 
kepada RTS dan 
UMK secara 
mudah dan 
murah 

3. Mengembangkan 
usaha RTS dan 
UMK 

4. Mengembangkan 
potensi 
komoditas 
unggulan UMK 

 

1. Informasi program 1, 2 

2. Program tepat 
sasaran 

3, 4 

3. Syarat dan 
tahapan dalam 
pinjaman modal 

5, 6, 
7 

4. Cepat dan tepat 
waktu dalam 
melakukan 
pinjaman modal 

8, 9 

5. Mudah dimengerti 
dalam melakukan 
pelatihan 
wirausaha 

10, 
11, 
12 

2. Prinsip 
Accountable 

6. Pertanggung 
jawaban dalam 
pelaksanaan 
program 

 

13, 
14 
 

7. Mengikuti syarat 
dan prosedur 
dalam melakukan 
pinjaman 

15, 
16 

8. Pertanggung 
jawaban dalam 
mengelola dana 
pinjaman 

17, 
18 

9. Pengawasan dan 
bimbingan dalam 
wirausaha 

19, 
20 

10. Pertanggung 
jawaban dalam 
pengembalian 
modal usaha 

21, 
22 
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3. Prinsip 
Profitable 

11. Pemberian 
pendidikan dan 
pelatihan 
wirausaha 

 

23, 
24, 
25 

12. Peningkatan 
Pendapatan dan 
kebutuhan 
ekonomi 

26, 
27, 
28 

13. Merintis dan 
mengembangkan 
usaha 

29, 
30 

14. Membuka 
lapangan 
pekerjaan 

31, 
32 

4. Prinsip 
Sustainable 

15. Berlanjut dalam 
menyambung 
hidup keluarga 
dan memperbaiki 
ekonomi keluarga 

33, 
34 

16. Kemandirian dan 
mampu bersaing 
dalam wirausaha 

35, 
36 

17. Peluang dalam 
mengurangi 
pengannguran 

37, 
38 

5. Prinsip 
Replicable 

18. Aspek 
pengelolaan dana 

39, 
40, 
41 

19. Aspek 
pengelolaan hasil 

42, 
43, 
44 

Sumber: sumodiningrat, 1999 

3.6  POPULASI DAN SAMPEL 

(Burhan, 2005: 99) Populasi penelitian merupakan keseluruhan (univerum) 

dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh- tumbuhan, 
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udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek- objek 

ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dan populasi menurut Sugiyono, yakni 

wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/ subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh  peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Setelah peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian, Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang sudah mengikuti program 

satu kecamatan satu milyar dan meminjam modal usaha kepada pihak UPT PEM 

yang berada di lingkup Kecamatan Ciwandan tahun 2016 sebanyak  90 orang. 

Berikut ini adalah tabel jumlah masyarakat yang sudah meminjam modal usaha 

dan melakukan program satu kecamatan satu milyar. 

Tabel 3.3 
Data Mitra Binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar tahun 2016 

 
No. Mitra binaan Jumlah (Orang) 

1 Perintisan Usaha 38 

2 Penguatan Usaha 44 

3 Pengembangan Usaha 8 

Jumlah 90 

Sumber: UPT PEM Kecamatan Ciwandan  

Sampel dalam penelitian ini dihitung berdasarkan ketentuan besaran 

sampel atas besaran populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel 

tak acak (Non Probability Sampling) yang berupa sampling jenuh. Dikatakan 
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jenuh karena teknik penentuan sampelnya bila semua anggota populasi relatif 

kecil dan penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang 

sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota 

populasi dijadikan sampel.  

3.7  TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

3.7.1  Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses 

pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, 

diklasifikasikan, dan diformat menurut aturan untuk keperluan proses 

berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan 

melalui beberapa proses sebagai berikut: 

a. Coding : yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarkan kategori 

tertentu. 

b. Editing : yaitu tahap mengkoreksi kesalahan yang ada pada data yang 

harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat. 

c. Tabulating : yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, 

serta penghitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam 

bentuk tabel-tabel. (Sugiyono, 2005: 207) 

3.7.2  Analisis Data 

Setelah data selesai diolah maka tahap selanjutnya adalah analisis 

data. Analisis data merupakan upaya peneliti untuk menyederhanakan dan 
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menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang 

berarti, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau 

penguji. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode analisis 

kuantitatif deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang 

terkumpul apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generelasi. (Sugiyono, 2010: 169). 

adapun teknik analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

3.7.2.1  Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas dalam penelitian ini dijelaskan sebagai suatu derajat 

ketetapan alat ukur penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang 

diukur.(Umar, 2008). Instrument yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus 

diukur (Sugiyono, 2005: 137). 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Kevalidan instrument menggambarkan bahwa suatu 

instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan 

di ukur dalam penelitian serta mampu menunjukan tingkat kesesuaian 

antar konsep dan hasil pengukuran. Pada penelitian ini, pengujian 

validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi pearson 

product moment dengan bantuan perangkat lunak Statistic Program 
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For Social Science (SPSS) versi 16. Berikut rumus dari korelasi 

product moment: 

Pearson Product Moment (Singarimbun, 1989: 137) 

 

 

 

 Keterangan: 

r   = Koefisien korelasi Product Moment 

∑X   = Jumlah skor per-item pertanyaan 

∑Y   = Jumlah skor total 

∑XY   = Jumlah hasil skor pertanyaan dengan total 

∑     = Jumlah skor item yang dikuadratkan 

∑      = Jumlah skor total yang dikuadratkan 

n   = Jumlah sampel 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris rely, yang 

berarti percaya, dan reliabel yang artinya dapat dipercaya (Purwanto, 

2007: 161). Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai 

kepercayaan (Purwanto, 2007: 181). Pengujian reliabilitas instrument 

dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik 

Alpha Cronbach yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung 

rata-rata interkorelasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, 

variabel dikatakan jika alphanya lebih dari 0.30. Pengujian reliabilitas 

    
  ∑     ∑   ∑  

√  ∑    ∑      ∑    ∑    
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dibantu dengan perangkat lunak Statistic Program For Social Science 

(SPSS) versi 16.  

Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan mengahasilkan 

suatu instrument yang benar-benar tepat/akurat dan mantap. Apabila 

koefisien reliabilitas instrument yang dihasilkan lebih besar berarti 

instrument tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik. 

 Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut: 

(Purwanto, 2007: 181) 

  

 

Keterangan: 

 n   = Jumlah butir 

  
   = Variasi butir 

  
  = Variasi total 

3.7.2.3 Uji T-tes 

Pengujian validitas dan realibilitas instrument penelitian dalam 

penelitian ini akan menggunakan uji T-tes karena variabel penelitian 

dalam penelitian ini bersifat tunggal. Dan uji T-tes digunakan untuk 

menguji hipotesis deskriptif satu variabel  atau lebih variabel yang 

datanya berbentuk interval maka digunakan uji T-tes sampel, dan 

menggunakan uji satu pihak. Untuk menganalisis Tingkat 

Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program 

r11 =  

   
   

∑  
 

∑  
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Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, 

maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan uji T-tes 

sampel, dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus: (Sugiyono, 2012:181) 

 

 

Keterangan : 

 t   = Nilai t yang dihitung 

  ̅   = Nilai rata-rata 

 µo  = Nilai yang dihipotesiskan 

 S  = Simpangan baku sampel 

 n  = Jumlah anggota sampel 

Dalam penelitian ini hipotesis yang digunakan adalah uji 

hipotesis satu pihak yaitu dengan uji pihak kanan. Menurut Sugiyono 

(2009: 164-165), uji pihak kanan digunakan apabila Hipotesis Nol      

( H0 ) berbunyi lebih kecil atau sama dengan ( < ) dan Hipotesis 

alternatifnya ( Ha ) berbunyi  lebih besar ( > ). Dengan demikian 

berlaku ketentuan : 

Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima/ Ha ditolak. 

Jika t hitung >  t tabel maka H0 ditolak/ Ha diterima. 

  
 ̅    

 

√ 
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3.8 Jadwal Penelitian 

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal berisi kegiatan apa saja 

yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan ( Sugiyono, 2005: 330 ). Berikut ini merupakan waktu penelitian mengenai 

penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota 

Cilegon Tahun 2016. 

Tabel 3.4 
Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Waktu 

2014 2015 2016 2017 
Mei s/d Desember Jan s/d Maret April Mei s/d Desember Jan s/d Desember Januari Februari Maret s/d Mei Juni 

1 
Penyusunan 
Proposal 
Skripsi 

         

2 
Seminar 
Proposal 
Skripsi 

         

3 
Perizinan 
Observasi 
Kembali 

         

4 Observasi 
Lapangan 

         

5 Pengolahan 
Data 

         

6 
Penyusunan 
Hasil 
Penelitian 

         

7 Sidang 
Skripsi 

         

Sumber: Peneliti, 2017 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1  Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1   Gambaran Umum Kecamatan Ciwandan 

Kecamatan Ciwandan berada di bagian timur laut pulau jawa, terletak 

pada garis    59’ 48.9”-     03’ 35.5” LS dan      55’ 17.9”-       00’ 18.2” 

BT. Sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Kab. Serang, dan 

sebelah barat dengan Selat Sunda. 

Luas daratan kecamatan Ciwandan adalah 51,81     atau 29,52% dari 

total wilayah Kota Cilegon, dan memiliki 1 (satu) pulau kecil yaitu pulau ular. 

Berdasarkan luas daerah menurut kelurahan di Kecamatan Ciwandan, luas 

daerah terbesar adalah Kelurahan Kepuh dengan luas 18,74     atau 36,17% 

dan luas daerah terkecil adalah Kelurahan Banjarnegara dengan luas 2,31     

atau 2,31%. 

Kelurahan di Kecamatan Ciwandan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan 

yaitu: 

1. Gunungsugih 

2. Kepuh 
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3. Randakari 

4. Tegalratu 

5. Banjarnegara 

6. kubangsari 

Kecamatan Ciwandan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: 

Visi Kecamatan Ciwandan;  

1. Terwujudnya Kecamatan Ciwandan yang kondusif;  

2. Mendukung tercapainya Cilegon Mandiri dan berwawasan 

Lingkungan. 

Misi Kecamatan Ciwandan;  

1. Mewujudkan Pemerintahan Kecamatan yang baik, bersih dan 

berwibawa dalam menjalankan fungsi pelayanan pembinaan kepada 

masyarakat;  

2. Mendorong peningkatan potensi perekonomian masyarakat melalui 

pemberdayaan ekonomi skala kecil dan rumah tangga serta dengan 

penerapan teknologi tepat guna (TTG);  

3. Mendorong pemenuhan fasilitas sosial bagi masyarakat si Wilayah 

Kecamatan Ciwandan;  

4. Mendorong kemandrian masyarakat di Wilayah Kecamatan melalui 

peningkaan kualitas SDM;  
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5. Mewujudkan keseimbangan, keserasian, dan kelestarian lingkungan 

hidup di Wilayah Kecamatan Ciwandan;  

6. Menumbuhkan kembangkan seni dan budaya daerah dalam 

masyarakat yang Agamis dan Religius. 

4.1.2   Gambaran Umum Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (UPT PEM) 

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) 

Kota Cilegon dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Cilegon. UPT PEM berkedudukan 

sebagai unsur pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Ketahanan 

Pangan (BPMKP) Kota Cilegon. UPT PEM di pimpin oleh seorang Kepala 

UPT PEM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011, maka 

dibentuklah sebuah sub unit kecamatan di setiap wilayah Kota Cilegon. sub unit 

kecamatan adalah sub unit UPT PEM yang terdiri dari sejumlah tenaga 

fungsional/ non struktural yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang 

tugasnya, berada di wilayah kecamatan, dan dipimpin oleh seorang Koordinator 

Sub Unit. 
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4.1.2.1  Visi dan Misi UPT PEM 

Visi dari Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (UPT PEM) Kota Cilegon adalah sebagai lembaga terdepan 

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat menuju usaha kecil (UK) 

yang unggul dan mandiri. 

Sedangkan misi dari UPT PEM adalah: 

1. Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha. 

2. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara 

berkelanjutan. 

3. Mengembangkan potensial komoditas unggulan Usaha Mikro 

Kecil (UMK). 

4. Mendampingi UMK menuju tangguh dan mandiri 

4.1.2.2  Maksud dan Tujuan  

Maksud dari pembentukan UPT PEM adalah untuk 

memberikan pelayanan terpadu dan berkesinambungan kepada Calon 

Wira Usaha Baru (CWUB) dan Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan 

menggunakan teknik pendekatan yang lebih individual dan profesional 

meliputi: pengembangan SDM, pembiayaan, informasi bisnis, dan 

pemasaran serta pendampingan. 



78 
 

 
 

Dan tujuannya meliputi: 

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin (RTS). 

2. Meningkatkan minat masyarakat untuk berusaha. 

3. Mewujudkan UMK dan Koperasi yang tanggung dan mandiri. 

4. Meningkatkan kepedulian perusahaan (BUMN/S) termasuk 

perbankan dalam pemanfaatan dana CSR yang terintegrasi 

dengan program Pemerintah Kota Cilegon. 

4.1.2.3  Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi UPT PEM 

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

(UPT PEM) berkedudukan sebagai Unsur pelaksana teknis yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala 

BPMKP Kota Cilegon. UPT PEM di pimpin oleh seorang Kepala UPT 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kepala UPT melaksanakan 

koordinasi dengan Kepala Bidang (Kepala Bidang Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat dalam BPMKP Kota Cilegon). kepala dalam 

pelaksanaan teknisnya di bantu oleh sub unit yang berada di masing- 

masing wilayah Kecamatan di Kota Cilegon. 
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Tugas pokok UPT PEM mempinyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan dalam bidang perencanaan dan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

Fungsi UPT PEM adalah: 

1. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran UPT PEM. 

2. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT PEM. 

3. Penyelenggaraan seleksi calon mitra binaan. 

4. Penyelenggaraan pelatihan dan pemagangan calon mitra 

binaan. 

5. Penyelenggaraan penyaluran pinjaman. 

6. Penyelenggaraan konsultasi manajemen. 

7. Penyelenggaraan penanggulangan pinjaman bermasalah. 

8. Penyelenggaraan pemasaran produk mitra binaan. 

9. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi UPT PEM Kota Cilegon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.4  Kewenangan Sub Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan Ciwandan 

Sub unit UPT PEM Kecamatan Ciwandan di pimpin oleh 

seorang koordinator sub unit yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala UPT PEM, yang mempunyai tugas 

membantu kepala UPT PEM dalam memimpin, merencanakan, dan 

melaksanakan kegiatan pembiayaan di Kecamatan Ciwandan sehingga 

berhasil guna dan berdayana guna sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 

UPT PEM Dewan Pengawas 

Sub Unit 

Sub Bagian Tata Usaha 

Unit Perdagangan 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Unit Pembiayaan 
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Sub unit menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran 

sub unit. 

2. Pelaksanaan pengolahan dan pemeliharaan data sasaran/ target 

group. 

3. Pelaksanaan seleksi calon mitra binaan. 

4. Pelaksanaan penetapan hasil seleksi calon mitra binaan. 

5. Pelaksanaan analisa pinjaman. 

6. Pelaksanaan penetapan pinjaman. 

7. Pelaksanaan pencairan pinjaman. 

8. Pelaksanaan administrasi penyaluran dan pengembalian 

pinjaman. 

9. Pelaksanaan identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra 

binaan. 

10. Pelaksanaan bimbingan teknis/ pendampingan kepada mitra 

binaan. 

11. Pelaksanaan penagihan pinjaman. 

12. Pelaksanaan penanggulangan pinjaman bermasalah. 

13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sub unit 
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4.1.2.5  Struktur Organisasi UPT PEM Kecamatan Ciwandan 

Pada saat ini Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat (UPT PEM) Kecamatan Ciwandan memiliki  pegawai 

sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut: 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi UPT PEM Kecamatan Ciwandan 

 

 

 

 

 

4.2  Pengujian Persyaratan Statistik 

4.2.1 Uji Validitas Instrumen 

Pada penelitian ini, analisis yang pertama kali di lakukan yaitu 

melakukan uji validitas instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji 

validitas digunakan untuk mengetahui seberapa tepat instrumen atau alat ukur 

yaitu kuesioner untuk mampu melakukan fungsinya. 

Koordinator UPT PEM 
Kecamatan Ciwandan 

Bagian Konsultasi 
manajemen 

Bagian Seleksi 
dan pinjaman 

Bagian Pembukuan 
dan Kasir 

Pendamping Kelurahan 
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Instrumen yang baik tentu saja instrumen yang valid sehingga dapat 

digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. Validnya 

sebuah instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu 

mengukur variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu 

menunjukan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukurannya. 

Di dalam uji validitas instrumen ini, peneliti mengambil sampel 

sebanyak 90 responden. Adapun kriteria item pernyataan yang digunakan 

adalah dimana jika rhitung > rtabel, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan 

“valid”. Namun, jika rhitung < rtabel, berarti item pernyataan tersebut dinyatakan 

“tidak valid”. 

Adapun  rumus yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu 

Milyar Di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016 yaitu menggunakan 

statistik korelasi product moment dengan bantuan SPSS versi 16.0. dan tabel 

pembanding menggunakan rtabel  dari n =  90  adalah 0,205 dengan taraf 

signifikasi 5% berikut adalah tabelnya. 
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Tabel 4.1 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

No Item rhitung rtabel (5%) Keputusan 
1 0.513 0.205 Valid 
2 0.410 0.205 Valid 
3 0.530 0.205 Valid 
4 0.477 0.205 Valid 
5 0.337 0.205 Valid 
6 0.415 0.205 Valid 
7 0.385 0.205 Valid 
8 0.372 0.205 Valid 
9 0.433 0.205 Valid 

10 0.505 0.205 Valid 
11 0.484 0.205 Valid 
12 0.444 0.205 Valid 
13 0.416 0.205 Valid 
14 0.258 0.205 Valid 
15 0.429 0.205 Valid 
16 0.434 0.205 Valid 
17 0.442 0.205 Valid 
18 0.559 0.205 Valid 
19 0.477 0.205 Valid 
20 0.493 0.205 Valid 
21 0.360 0.205 Valid 
22 0.302 0.205 Valid 
23 0.330 0.205 Valid 
24 0.246 0.205 Valid 
25 0.455 0.205 Valid 
26 0.289 0.205 Valid 
27 0.466 0.205 Valid 
28 0.363 0.205 Valid 
29 0.451 0.205 Valid 
30 0.377 0.205 Valid 
31 0.200 0.205 Tidak Valid 
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32 0.257 0.205 Valid 
33 0.388 0.205 Valid 
34 0.413 0.205 Valid 
35 0.281 0.205 Valid 
36 0.406 0.205 Valid 
37 0.418 0.205 Valid 
38 0.497 0.205 Valid 
39 0.668 0.205 Valid 
40 0.382 0.205 Valid 
41 0.569 0.205 Valid 
42 0.469 0.205 Valid 
43 0.575 0.205 Valid 
44 0.567 0.205 Valid 

(Sumber: Penelti, Output SPSS 16 yang diolah, 2017) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 43 item instrumen 

dinyatakan valid. Dikatakan valid karena rhitung lebih besar dari (>) rtabel. 

Perolehan nilai rhitung diperoleh dari perhitungan korelasi product moment 

dengan bantuan SPSS statistik versi 16 dan microsoft excel. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, maka tahap selanjutnya adalah uji 

reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan dari sebuah 

instrumen atau alat ukur. Dengan dilakukan uji reliabilitas ini, maka akan 

menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat dan akurat. Instrumen 

yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, 

sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji 
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reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach dengan 

bantuan SPSS Statistics 16.0. 

 

 

Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0, 890. Untuk mengetahui uji 

reliabilitas ini, kita mengacu pada Purwanto yang menggunakan pedoman 

reliability instrument, yaitu sebesar 0,3. Variabel di katakan reliabel jika nilai 

alphanya lebih dari 0,30. Artinya instrumen 0,890 > 0,30. Hasil uji reliabilitas 

instrumen didapat sebagaimana tabel 4.2 berikut ini : 

Tabel 4.2 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.890 43 

 
(Sumber: Output SPSS yang diolah, 2017) 

Pada hasil pengujian reliabilitas instrumen di atas, banyaknya item 

pernyataan adalah 43, bukan 44. Hal tersebut karena terdapat 1 item yang tidak 

valid. Dalam uji reliabilitas, item yang tidak valid tersebut tidak dihitung, 

sehingga hanya 43 item pernyataan yang dihitung dalam uji reliabilitas. 

r11 =  

   
   

∑  
 

∑  
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Dari hasil yang telah didapat dari instrumen, reliabilitas instrumen = 

0,890. Hasil tersebut lebih besar dari nilai alpha, yaitu 0,3 jadi, dapat 

disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel karena sudah valid dan 

reliabel berdasarkan uji instrumen. 

4.3  Deskripsi Data 

4.3.1. Identitas Responden 

Dalam penelitian ini akan ditampilkan data yang terdiri dari beberapa 

karakteristik dasar responden penelitian berdasarkan data hasil penelitian. Hal 

tersebut mencakup karakteristik responden. 

Responden pada penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Melalui Program Satau Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan 

Ciwandan Tahun 2016” adalah terdiri dari 90 responden yang mendapat 

pinjaman modal usaha. Mereka semua adalah keseluruhan sampel yang ada, 

yaitu para masyarkat yang mendapatkan pinjaman dari UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan Tahun 2016. Berikut adalah data masyarakat/responden dalam 

penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Satu 

Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016”. 
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Tabel 4.3 

Mitra binaan Menjadi Responden Penelitian 

No Sasaran Mitra Binaan Jumlah Responden 

1 Perintisan  38 

2 Penguatan  44 

3 Pengembangan  8 

Jumlah 
90 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Data, 2017) 

Adapun teknik yang digunakan untuk penentuan sampel penelitian 

adalah menggunakan teknik proportionate cluster random sampling. Dikatakan 

teknik proportionate cluster random sampling karena populasi terdiri dari sub 

populasi yang tidak homogeny, dan tiap- tiap populasi akan diwakili dalam 

penelitian sesuai dengan proporsinya masing- masing. Sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai tingkat keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar. 

Peneliti mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu 

sejumlah orang yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang 

meminjam modal usaha  dalam program tersebut dan masyarakat yang sudah 

mengikuti kegiatan program satu kecamatan satu milyar. Berikut ini identitas 

responden berdasarkan sasaran mitra binaandan jenis kelamin. 
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Diagram 4.1 

Identitas Responden berdasarkan Sasaran Mitra Binaan 

 
(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan data, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.1 dapat diketahui bahwa  responden perintisan 

berjumlah 38 orang atau sekitar 42,22% dari jumlah seluruh responden, 

responden penguatan berjumlah 44 orang atau sekitar 48,89% dari jumlah 

seluruh responden, dan responden pengembangan berjumlah 8 orang atau 

sekitar 8,89% dari jumlah seluruh responden. 

Diagram 4.2 

Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

 
(Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan data, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.2 mengenai identitas responden menurut jenis 

kelamin diketahui bahwa responden perempuan berjumlah 73 orang atau sekitar 

81,1% dari jumlah seluruh responden, sedangkan responden laki-laki berjumlah 

17 orang atau sekitar 18,9% dari jumlah seluruh responden. Jumlah responden 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat yang melakukan kegiatan usaha 

adalah perempuan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, semua 

responden rata-rata sudah berkeluarga. Mayoritas pinjaman atas nama suami, 

dan yang melakukan kegiatan usaha adalah istri dan anak. Hal ini disebabkan 

karena jaminan yang diberikan atas nama suami. 

4.4  Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan 

cara mendeskripsikan data hasil melalui wawancara dan penyebaran kuesioner yang 

ditunjukan kepada mitra binaan program satu kecamatan satu milyar Kecamatan 

Ciwandan Kota Cilegon yang menjadi responden penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui tanggapan pegawai mengenai sejauhmana tingkat keberhasilan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat program satu kecamatan satu milyar yang berada 

di Kecamatan ciwandan Tahun 2016. 

Dalam hal ini terdapat 1 (satu) variabel, yaitu pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. Dan  teori yang digunakan adalah menurut Gunawan Sumodiningrat 
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(1999) yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang 

dapat diciptakan dari kegiatan sosial ekonomi dengan menganut beberapa prinsip 

sebagai berikut: 

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran 

(acceptable). 

2. Dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable). 

3. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk 

mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable). 

4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainable). 

5. Pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan 

dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas 

(replicable). 

Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk tabel disertai 

pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan butir- butir 

pernyataan yang telah peneliti buat sebelumnya. Dimana, butir-butir pernyataan 

tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner- kuesioner diuraikan 

oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir- butir pernyataan secara sistematis. 

Kuesioner tersebut diajukan kepada 90 responden yang menjadi sampel penelitian 

yang ditentukan sebelumnya. 
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Pemaparan mengenai butir- butir pernyataan ditafsirkan sesuai dengan indikator 

pernyataannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam menguraikan 

jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pernyataan. Dan skala 

yang digunakan dalam kuesioner adalah skala likert, pilihan jawaban dalam kuesioner 

terdiri dari 4 item yang memiliki nilai berbeda tapi poinnya sama antara pernyataan 1 

(satu) sampai 44 (empat puluh empat). Seperti misalnya, sangat setuju (SS) bernilai 4, 

setuju (S) bernilai 3, tidak setuju (TS) bernilai 2, dan sangat tidak setuju (STS) 

bernilai 1. Uraian lebih lanjut mengenai hasil kuesioner dari penelitian ini bisa dilihat 

pada uraian berikut ini. 

4.4.1 Acceptable 

Hasil jawaban responden mengenai acceptable dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terdapat 12 (dua belas) pernyataan yang terbagi pada 5 

(lima) indikator diantaranya mengenai informasi program, program yang tepat 

sasaran, syarat dan tahapan dalam pinjaman modal usaha, cepat dan tepatnya 

waktu dalam melakukan pinjaman modal usaha, dan mudah dimengertinya 

dalam melakukan pelatihan wirausaha. 

Pertama, pernyataan nomor 1 yaitu mendapatkan informasi pelaksanaan 

program satu kecamatan satu milyar dari pihak UPT PEM. Data dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa informasi didapatkan dari pihak UPT PEM, hal 

ini dapat dilihat dari 25,6 persen atau 23 mitra binaan menjawab sangat setuju, 
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57,8 persen atau 52 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa 

mitra binaan sudah mengetahui tentang adanya program satu kecamatan satu 

milyar yang dilaksanakan di setiap kecamatan di Kota Cilegon yang 

diberitahukan langsung dari pihak Unit pelaksana Teknis Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat Kecamatan Ciwandan. Sedangkan yang menjawab tidak 

setuju 13,3 persen atau 12 mitra binaan dan 3,3 persen atau 3 mitra binaan 

menjawab sangat tidak setuju mitra binaan berasumsi bahwa mereka tidak 

mengetahui program tersebut, mitra binaan hanya tahu bahwa adanya tempat 

pinjaman modal usaha dan itupun mengetahui dari temannya. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang informasi program yang didapatkan 

dapat dilihat pada diagram 4.3 dibawah ini. 

Diagram 4.3 

Mendapatkan informasi pelaksanaan program satu kecamtan satu milyar 

dari pihak UPT PEM 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.3, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan 

tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa mitra binaan mendapatkan informasi tentang program satu kecamatan 

satu milyar yang merupakan program tersebut membantu masyarakat untuk 

berwirausaha dengan memberikan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil 

wawancara informasi didapatkan dari pegawai UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan, RT/RW, dan masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang 

program tersebut. 

Kedua, pernyataan nomor 2 yaitu mensosialisasikan program satu 

kecamatan satu milyar secara merata. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa program satu kecamatan satu milyar sudah di sosialisasikan secara 

merata kepada masyarakat ciwandan, hal ini dapat dilihat dari 20 persen atau 

18 mitra binaan menjawab sangat setuju, 58,9 persen atau 53 mitra binaan 

menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa sosialisasi yang diberikan oleh 

pihak Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sudah 

dilaksanakan di setiap kelurahan yang terdapat di Kecamatan Ciwandan. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 10 atau 9 mitra binaan dan 11,1 atau 

10 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi bahwa 

tidak adanya kegiatan sosialisasi tentang program tersebut mitra binaan 

mendapatkan informasi tentang program tersebut dari teman, tetangga, dan 
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lainnya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang sosialisasi program 

dapat dilihat pada diagram 4.4 di bawah ini 

Diagram 4.4 

Sosialisasi program satu kecamatan satu milyar diberikan secara merata 

kepada masyarakat 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan , 2017) 

Berdasarkan diagram 4.4, hasil jawaban mitra binaan untuk pernyataan 

tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sosialisasi tentang program satu kecamatan satu milyar sudah merata di 

Kecamatan Ciwandan. Berdasarkan hasil wawancara sosialisasi di adakan di 

setiap kelurahan dan pegawai UPT PEM Kecamatan Ciwandan serta 

pendamping Kelurahan pun selalu memberikan informasi kepada setiap 

masyarakat tentang adanya program satu kecamatan satu milyar. 
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Ketiga, pernyataan nomor 3 yaitu program satu kecamatan satu milyar 

sudah tepat sasaran. dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan 

program sudah tepat sasaran dalam memberika  pinjaman modal usaha, hal ini 

dapat dilihat dari 12,2 persen atau 11 mitra binaan menjawab sangat setuju, 

73,4 persen atau 66 mitra binaan menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa 

program tersebut sudah tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal 

usaha yaitu kepada masyarakat Kecamatan Ciwandan. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 mitra binaan dan 3,3 atau 3 mitra 

binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi bahwa masih 

terdapat masyarakat yang bukan warga Kecamatan Ciwandan mendapat 

pinjaman modal usaha, yaitu masyarakat yang hanya mengontrak di wilayah 

Kecamatan Ciwandan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

program satu kecamatan satu milyar yang sudah tepat sasaran dalam 

memberikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.5 di bawah 

ini. 
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Diagram 4.5 

Program satu kecamatan satu milyar sudah tepat sasaran dalam 

memberikan pinjaman modal usaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.5 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat  

disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar dalam memberikan 

pinjaman modal sudah tepat sasaran yang merupakan warga Kota Cilegon dan 

Kecamatan Ciwandan yang mau merintis, memperkuat, dan membangun 

usahanya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa rata-rata masyarakat yang 

mendapatkan pinjaman modal usaha merupakan warga Kecamatan Ciwandan 

yang merupakan rumah tangga sasaran (RTS), walaupun terdapat sedikit 

masyarakat yang bukan masyarakat  Kecamatan Ciwandan mendapatkan 

pinjaman. 
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Keempat, pernyataan nomor 4 yaitu mendapatkan pinjaman modal 

usaha sesuai yang dibutuhkan. Dari data hasil penelitian menunujukan bahwa 

mitra binaan mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan 

untuk usahanya, hal ini dapat dilihat dari 10 persen atau 9 mitra binaan 

menjawab sangat setuju, 63,4 persen atau 57 mitra binaan menjawab setuju. 

Mereka berasumsi bahwa pihak unit pelaksana teknis pemberdayaan 

masyarakat sudah memberikan pinjaman modal usaha sesuai dengan yang 

dibutuhkan mitra binaan dalam merintis dan membangun usaha. Sedangkan 

yang menjawab tidak setuju 23,3 persen atau 21 mitra binaan, dan 3,3 persen 

atau 3 mitra binaan menjawab sangat tidak setuju, mitra binaan berasumsi 

bahwa pinjaman yang diberikan terlalu kecil sehingga sulit untuk merintis 

atau membangun usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

sesuai yang dibutuhkan dalam peminjaman modal usaha dapat dilihat pada 

diagram 4.6 di bawah ini. 
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Diagram 4.6 

Pinjaman modal usaha sesuai yang dibutuhkan mitra binaan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.6 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai 

yang di butuhkannya untuk modal perintisan, penguatan, dan pengembangan 

usahanya. Berdasarkan hasil wawancara pinjaman modal usaha yang di 

berikan oleh pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan kepada peminjam, sesuai 

yang dibutuhkan. 

Kelima, pernyataan nomor 5 yaitu pinjaman modal usaha yang 

diberikan mudah diterima masyarakat. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM kepada mitra binaan 

mudah diterima, hal ini dapat dilihat dari 14,4 persen atau 13 mitra binaan 

menjawab sangat setuju, 66,7 persen atau 60 mitra binaan menjawab setuju. 
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Mereka berasumsi bahwa pinjaman modal usaha tersebut mudah diterimatidak 

dipersulit dalam pengambilan pinjaman modal usaha. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 18,9 persen atau 17 mitra binaan, dan tidak ada yang 

menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi bahwa proses dalam 

pengambilan pinjaman modal usaha tidak mudah diterima dan perlu 

menunggu terkadang dalam waktu lama. Untuk memperjelas gambaran 

jawaban tentang pinjaman modal usaha yang mudah diteima mitra binaan 

dapat dilihat pada diagram 4.7 di bawah ini. 

Diagram 4.7 

Pinjaman modal usaha yang diberikan mudah diterima mitra binaan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.7 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pinjaman modal usaha mudah diterima karena pinjaman 

modal usaha akan diberikan langsung kepada mitra binaan. Berdasarkan hasil 
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wawancara pinjaman modal usaha akan langsung diberikan di Kantor UPT 

PEM jika semua persyaratan dan prosedurnya sudah dipenuhi.  

Keenam, pernyataan nomor 6 yaitu persyaratan dalam pinjaman modal 

usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratan dalam 

pinjaman modal mudah dipenuhi oleh mitra binaan, hal ini dapat dilihat dari 

10 persen atau 9 responden menjawab sangat setuju, 82,2 persen atau 74 

responden menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa persyaratan yang 

diberikan dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dipenuhi dengan 

mudah oleh mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 7,8 persen 

atau 7 responden dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju, mereka 

berasumsi bahwa persyaratan yang diberikan sulit dipenuhi oleh mitra binaan. 

Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang persyaratan dalam pinjaman 

modal usaha dilihat pada diagram 4.8 di bawah ini. 

Diagram 4.8 

Persyaratan pinjaman modal usaha mudah dipenuhi 
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(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.8 di atas, hasil jawaban mitra binaan untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa persyaratan yang di berikan pihak UPT PEM mudah di 

penuhi oleh mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bisa memenuhi persyaratan yang 

di berikan pihak UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, dan jika 

terdapat dapat kekurangan akan di bantu oleh pihak UPT PEM. 

Ketujuh, pernyataan nomor 7 yaitu prosedur dalam pinjaman modal 

usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur untuk 

mendapatkan pinjaman modal usaha tidak berbelit- belit, hal ini dapat dilihat 

dari 15,5 persen atau 14 responden menjawab sangat setuju kemudian 70 

persen atau 63 responden menjawab setuju. Mereka berasumsi bahwa 

prosedur yang diberikan pihak unit pelaksana teknis pemberdayaan ekonomi 

masyarakat tidak berbelit-belit dan mudah dilaksanakan oleh mitra binaan. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan 7,8 

persen atau 7 responden menjawab sangat tidak setuju, mereka berasumsi 

bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha terlalu banyak 

sehingga beranggapan bahwa prosedurnya berbelit-belit. Untuk memperjelas 

gambaran jawaban tentang prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha 

dapat dilihat pada diagram 4.9 di bawah ini. 
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Diagram 4.9 

Prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha tidak berbelit- 

belit 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.9 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha tidak 

berbelit-belit. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan dalam melakukan 

pinjaman modal usaha, prosedur yang di berikan pihak UPT PEM tidak 

berbelit- belit karena terdapat tata caranya yang akan di beritahu atau d bantu 

oleh pegawai UPT PEM. 

Kedelapan, pernyataan nomor 8 yaitu proses dalam pinjaman modal 

usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pinjaman modal usaha 

yang diberikan kepada mitra binaan prosesnya cepat jika persyaratan lengkap, 

hal ini dapat dilihat dari 15,6 persen atau 14 responden menjawab sangat 
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setuju kemudian 66,7 persen atau 60 responden menjawab setuju. Mereka 

berasumsi bahwa proses dalam penyaluran pinjaman cepat jika persyaratan 

yang diberikan mitra binaan kepada  pihak UPT PEM lengkap. Sedangkan 

yang menjawab tidak setuju 12,2 persen atau 11 responden dan 5,6 persen 

atau 5 responden yang menjawab sangat tidak setuju mereka berasumsi bahwa 

persyaratan lengkap atau tidak lengkap tetap proses dalam penyaluran 

pinjaman modal usaha lama . Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

proses dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 

4.10 di bawah ini. 

Diagram 4.10 

Proses cepat dalam pinjaman modal usaha jika persyaratan lengkap 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.10 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa akan cepat prosesnya dalam melakukan pinjaman modal 
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usaha jika persyaratan yang diberikan mitra binaan lengkap. Berdasarkan hasil 

wawancara prosesnya cepat dalam melakukan pinjaman modal usaha jika 

persyaratan lengkap karena pihak UPT PEM pun terkadang ikut membantu 

dalam mengumpulkan persyaratan jika persayaratan terdapat yang kurang. 

Kesembilan, pernyataan nomor 9 yaitu ketepatan waktu dalam 

memberikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa pihak UPT PEM tepat waktu dalam memberikan pinjaman modal 

usaha kepada mitra binaan, hal ini dapat dilihat dari 17, 8 persen atau 16 

responden menjawab sangat setuju kemudian 67,8 persen atau 61 responden 

menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa dalam penyaluran pinjaman modal 

usaha sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu tentang 

ketepatan waktu dalam penyaluran pinjaman modal usaha. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 11,1 persen atau 10 responden dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden, mereka berasumsi bahwa 

tidak ada ketepatan waktu dalam penyaluran pinjaman modal usaha sehingga 

mereka bisa menunggu lama. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

ketepatan waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada 

diagram 4.11 berikut ini. 
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Diagram 4.11 

Tepat waktu dalam memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra 

binaan yang meminjam 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.11 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan dalam 

memberikan pinjaman tepat waktu sesuai prosedurnya dengan jangka waktu 

yang ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dalam memberikan pinjaman 

modal usaha pihak UPT PEM memberikannya tepat waktu, dan terkadang 

pula telat paling lambat 1 (satu) bulan. 

Kesepuluh, pernyataan nomor 10 yaitu pengarahan yang diberikan UPT 

PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa pihak UPT PEM sudah memberikan pengarahan kepada 

mitra binaan dalam berwirausaha, hal ini dapat dilihat dari 16,7 persen atau 15 
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responden menjawab sangat setuju kemudian 73,3 persen atau 66 responden 

menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa sebelum penyaluran pinjaman 

modal usaha mitra binaan diberikan pengarahan terlebih dahulu tentang 

wirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 10 persen atau 9 

responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 

mereka berasumsi bahwa mereka tidak diberikan pengarahan untuk 

berwirausaha dalam melakukan pinjaman modal usaha. Untuk memperjelas 

gambaran jawaban tentang pengarahan yang diberikan UPT PEM kepada 

mitra binaan dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.12 berikut ini. 

Diagram 4.12 

Memberikan pengarahan kepada mitra binaan yang meminjam modal 

usaha dalam berwirausaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.12 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 
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disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha akan 

diberikan pengarahan untuk menjalankan usahanya oleh pihak UPT PEM. 

Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan diberikan pengarahan dalam 

berwirausaha oleh pihak UPT PEM, dan ada pula mitra binaan yang tidak di 

berikan pengarahan. 

Kesebelas, pernyataan nomor 11 yaitu pelatihan yang diberikan UPT 

PEM kepada mitra binaan dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa pihak UPT PEM sudah memberikan pelatihan kepada 

mitra binaan dalam berwirausaha, hal ini dapat dilihat dari 15,5 persen atau 14 

responden menjawab sangat setuju kemudian 75,6 persen atau 68 responden 

menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa sebelum menyalurkan pinjaman 

modal usaha untuk mitra binaan pihak UPT PEM memberikan pelatihan 

kewirausahaan terlebih dahulu kepada mitra binaan. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 responden dan tidak ada yang 

menjawab sangat tidak setuju. Mereka berasumsi bahwa tidak ada pelatihan 

kewirausahaan yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang diberikan UPT PEM 

kepada mitra binaan dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.13 di 

bawah ini. 
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Diagram 4.13 

Memberikan pelatihan kepada mitra binaan yang meminjam modal 

usaha dalam berwirausaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.13 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha akan 

diberikan pelatihan dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan hasil 

wawancara mitra binaan yang meminjam dan sebelum terealisasi pinjamannya 

akan diberikan pelatihan dalam berwirausaha, dan terdapat juga yang tidak 

diberikan pelatihan. 

Keduabelas, pernyataan nomor 12 yaitu mengenai pinjaman disertai 

pelatihan yang diberikan membuat mitra binaan berhasil dalam berwirausaha. 

Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pinjaman dan pelatihan yang 

diberikan pihak UPT PEM sudah membuat mitra binaa berhasil dalam 
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menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 16,7 persen atau 15 

responden menjawab sangat setuju kemudian 75,5 persen atau 68 responden 

menjawab setuju, mereka berasumsi bahwa pinjaman modal usaha dan 

pelatihan kewirausahaan yang diberikan sangat bermanfaat bagi mitra binaan 

dan mebuat mitra binaan berhasil dalam wirausahanya.  Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 7,8 persen atau 7 responden dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju mereka berasumsi bahwa pinjaman modal 

usaha dan pelatihan kewirausahaan belum sepenuhnya bisa membantu 

masyarakat berhasil dalam usahanya . Untuk memperjelas gambaran jawaban 

tentang pinjaman disertai pelatihan yang diberikan membuat mitra binaan 

berhasil dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 4.14 di bawah ini. 

Diagram 4.14 

Pinjaman disertai dengan Pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan 

mampu membuat masyarakat berhasil dalam berwirausaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.14 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan dapat menjalankan usahanya karena adanya 

pinjaman modal usaha dan pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT PEM. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan adanya pinjaman modal usaha dan 

pelatihan wirausaha mitra binaan bisa merintis, menguatkan, dan 

mengembangkannya. 

4.4.2 Accountable 

Hasil jawaban responden mengenai accountable dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang terbagi pada 5 

(lima) indikator diantaranya mengenai pertanggungjawaban dalam 

pelaksanaan program, mengikuti syarat dan prosedur dalam melakukan 

pinjaman, pertanggungjawaban dalam mengelola dana pinjaman, pengawasan 

dan bimbingan dalam wirausaha, dan pertanggungjawaban dalam 

pengembalian modal usaha.  

Pertama, pernyataan nomor 13 yaitu antusias masyarakat dalam 

mengikuti program satu kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa antusias masyarakat untuk mengikuti program satu 

kecamatan satu milyar sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 21,1 persen 

atau 19 responden menjawab sangat setuju kemudian 44,4 persen atau 40 
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responden menjawab setuju, ini berarti bahwa banyak masyarakat yang 

berantusias untuk mengikuti program ini dan memiliki tanggung jawab atas 

program ini karena program ini merupakan program yang memberikan akses 

permodalan  kepada masyarakat untuk berwirausaha. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 17,8 persen atau 16 responden dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 16,7 persen atau 15 responden, hal ini berarti bahwa 

mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk memajukan program ini mereka 

beranggapan bahwa masih belum sepenuhnya masyarakat berantusias untuk 

mengikuti program tersebut. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

antusias masyarakat dalam mengikuti program satu kecamatan satu milyar 

dapat dilihat pada diagram 4.15 berikut ini. 

Diagram 4.15 

Banyak masyarakat yang  antusias mengikuti   pelaksanaan program 

satu kecamatan satu milyar 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.15 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti 

program satu kecamatan satu milyar ini yaitu untuk membuat usaha dengan 

adanya pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara bahwa banyak 

yang antusias untuk mengikuti program tersebut karena dengan adanya 

program tersebut masyarakat bisa meminjam modal untuk membuat usaha. 

Kedua, pernyataan nomor 14 yaitu pemanfaatan program satu 

kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk wirausaha. Dari data hasil 

penelitian menunjukan bahwa masyarakat sangat memanfaatkan program satu 

kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk memulai usaha yang di 

rintisnya, hal ini dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32 responden menjawab 

sangat setuju kemudian 61,1 persen atau 55 responden menjawab setuju, hal 

ini berarti mitra binaan yang mengikuti program tersebut bisa memanfaatkan 

program ini sebagai peluang untuk berwirausaha dengan adanya pinjaman 

modal usaha masyarakat bisa membuat atau menguatkan usahanya. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden dan tidak 

ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, mereka menganggap 

bahwa program ini bisa memberikan pinjaman yang dipergunakan untuk 

kebutuhannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pemanfaatan 
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program satu kecamatan satu milyar sebagai peluang untuk wirausaha dapat 

dilihat pada diagram 4.16 berikut ini. 

Diagram 4.16 

Bapak/Ibu  memanfaatkan program satu kecamatan satu milyar sebagai 

peluang untuk memulai usaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.16 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar 

masyarakat bertanggung jawab untuk memanfaatkan program tersebut sebagai 

peluang usaha. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan satu 

milyar bermanfaat bagi masyarakat sebagai peluang usaha. 

Ketiga, pernyataan nomor 15 yaitu persyaratan yang di ikuti mitra 

binaan dalam melakukan pinjaman modal. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa mitra binaan mengikuti persyaratan yang di berikan pihak 
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UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, hal ini dilihat dari 18,9 

persen atau 17 responden menjawab sangat setuju kemudian 74,4 persen atau 

67 responden menjawab setuju, ini berarti bahwa mitra binaan yang mengikuti 

program ini dalam melakukan pinjaman modal usaha mitra binaan mengikuti 

semua persyaratan menurut standar operasional prosedur. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju, mereka beranggapan bahwa walaupun 

persyaratan belum lengkap dalam melakukan pinjaman modal usaha mereka 

bisa dibantu oleh pihak UPT PEM dan diberikan pinjaman modal usaha. 

Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang persyaratan yang di ikuti mitra 

binaan dalam melakukan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 

4.17 di bawah ini. 

Diagram 4.17 

Bapak/Ibu mengikuti syarat dalam melakukan pinjaman modal 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.17 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mengikuti syarat yang diberikan pihak UPT 

PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara 

mitra binaan mengikuti syarat pinjaman modal usaha supaya cepat keluar 

pinjaman modal usaha tersebut dan sudah merupakan tanggung jawabnya 

untuk mengikuti syarat-syarat pinjaman modal usaha. 

Keempat, pernyataan nomor 16 yaitu prosedur yang di ikuti mitra 

binaan dalam melakukan pinjaman modal. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa mitra binaan mengikuti prosedur yang diberikan pihak 

UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha, hal ini dilihat dari 25,5 

persen atau 23 responden menjawab sangat setuju kemudian 67, 8 persen atau 

61 responden menjawab setuju, ini berarti mitra binaan yang melakukan 

pinjaman modal usaha mengikuti semua prosedur dalam penyaluran pinjaman 

modal usaha yang berdasarkan standar operasional prosedur. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju, mereka beranggapan walaupun mereka 

tidak mengikuti prosedur mereka bisa dibantu oleh pihak UPT PEM dan 

diberikan pinjaman modal usaha. Untuk memperjelas gambaran jawabam 

tentang prosedur yang di ikuti mitra binaan dalam melakukan pinjaman modal 

usaha dapat dilihat pada diagram 4.18 di bawah ini. 
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Diagram 4.18 

Bapak/Ibu mengikuti prosedur dalam melakukan pinjaman modal 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.18 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mengikuti prosedur yang diberikan pihak 

UPT PEM dalam melakukan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil 

wawancara mitra binaan mengikuti prosedur pinjaman modal usaha karena 

agar pinjaman modal usaha tersebut cepat keluar dan sudah merupakan 

tanggung jawabnya untuk mengikuti prosedurnya. 

Kelima, pernyataan nomor 17 yaitu kemampuan dalam mengolah modal 

usaha untuk mengembangkan usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa mitra binaan mampu mengolah modal usaha untuk mengembangkan 

usaha yang dirintisnya/ dijalankannya, hal ini dilihat dari 31,1 persen atau 28 

responden menjawab sangat setuju kemudian 63,3 persen atau 57 responden 

0
10
20
30
40
50
60
70

SS S TS STS

23 

61 

6 0 



118 
 

 
 

menjawab setuju, ini berarti dengan diberikannya pelatihan dan pinjaman 

modal usaha mitra binaan bisa mengolah modal usaha tersebut untuk merintis 

dan mengembangkan usahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 

persen atau 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju, mereka beranggapan bahwa belum bisa mengolah modal usaha yang 

dipinjamkan pihak UPT PEM untuk mengembangkan usahanya karena 

pelatihan , pengawasan, dan pinjaman modal yang kurang . Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang kemampuan dalam mengolah modal 

usaha untuk mengembangkan usaha dapat dilihat pada diagram 4.19 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.19 

Bapak/Ibu mampu mengolah modal usaha yang diperoleh untuk 

mengembangkan usahnya 



119 
 

 
 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.19 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mampu mengolah modal usaha untuk 

mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan 

bertanggung jawab terhadapa modal usaha yang di pinjamkannya dari pihak 

UPT PEM untuk mengembangkan usahanya. 

Keenam, pernyataan nomor 18 yaitu laporan yang di berikan mitra 

binaan tentang perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM. Dari data 

hasil penelitian menunjukan bahwa mitra binaan selalu melaporkan 

perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM, hal ini dilihat dari 23,3 

persen atau 21 responden menjawab sangat setuju kemudian 68,9 persen atau 

62 responden menjawab setuju, ini berarti dari setiap perkembangan dari 

usaha mitra binaan setiap bulan mitra binaan melaporkan hasil perkembangan 
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usahanya kepada pihak UPT PEM saat pembayaran angsuran pinjaman. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 6,7 persen atau 6 responden dan yang 

menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, mereka 

beranggapan bahwa pihak UPT PEM tidak memerlukan laporan 

perkembangan usaha mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban 

tentang laporan yang diberikan mitra binaan tentang perkembangan usahanya 

kepada pihak UPT PEM dapat dilihat pada diagram 4.20 di bawah ini. 

Diagram 4.20 

Bapak/Ibu melaporkan setiap perkembangan usaha kepada Pihak UPT 

PEM 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.20 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan melaporkan perkembangan usahanya kepada 

mitra binaan. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan melaporkan 
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perkembangan usahanya kepada pihak UPT PEM pada saat adanya pegawai 

UPT PEM yang datang untuk mengambila angsuran pinjaman modal usaha 

mitra binaan. 

Ketujuh, pernyataan nomor 19 yaitu pengawasan pihak UPT PEM 

terhadap usaha mitra binaan. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa 

pihak UPT PEM sudah baik dalam melakukan pengawasan terhadap usaha 

mitra binaan yang dirintisnya, hal ini dilihat dari 22,2 persen atau 20 

responden menjawab sangat setuju kemudian 71,2 persen atau 64 responden 

menjawab setuju, hal ini berarti pihak UPT PEM melakukan pengawasan 

setiap bulannya tentang perkembangan usaha mitra binaan dan dilaporkan 

kepada kepala UPT PEM untuk mengevaluasi program tersebut. Sedangkan 

yang menjawab tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 3,3 persen atau 3 responden, mereka beranggapan bahwa 

tidak ada pengawasan dari pihak UPT PEM dan walaupun pihak UPT PEM 

datang hanya untuk mengambil angsuran pinjaman mitra binaan. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang pengawasan pihak UPT PEM 

terhadap usaha mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.21 di bawah ini. 

 

Diagram 4.21 

Ada pengawasan yang dilakukan pihak UPT terhadap  usaha yang 

dilaksanakan masyarakat yang memperoleh Pinjaman 
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(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.21 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pihak UPT PEM melakukan pengawasan terhadap mitra 

binaan yang meminjam modal usaha dalam menjalankan usahanya. 

Berdasarkan hasil wawancara pegawai UPT PEM melakukan pengawasan 

terhadap mitra binaan pada saat penagihan hutang. 

Kedelapan, pernyataan nomor 20 yaitu bimbingan berkala dalam 

mengembangkan usaha yang dilakukan pihak UPT PEM terhadap mitra 

binaan. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pihak UPT PEM sudah 

melakukan bimbingan berkala untuk mengembangkan usaha mitra binaan 

yang dijalankannya, hal ini dilihat dari 21,1 persen atau 19 responden 

menjawab sangat setuju kemudian 64,5 persen atau 58 responden menjawab 

setuju, ini berarti bahwa dengan adanya bimbingan berkala dari pihak UPT 
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PEM mitra binaan bisa mengembangkan usaha karena bimbingan berkala ini 

pihak UPT PEM memberikan pengarahan kepada mitra binaan tentang usaha 

yang dijalankan mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 

persen atau 10 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 3,3 persen 

atau 3 responden, mitra binaan beranggapan bahwa tidak ada bimbingan 

berkala yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan tentang usaha 

yang dijalankan mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha yang dilakukan pihak UPT 

PEM terhadap mitra binaan dapat dilihat pada diagram 4.22 di bawah ini. 

Diagram 4.22 

Adanya bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha dari pihak 

UPT PEM terhadap masyarakat yang mendapatkan pinjaman modal 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.22 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 
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disimpulkan bahwa pihak UPT PEM memberikan bimbingan berkala terhadap 

mitra binaan untuk mengembnagkan usahanya. Berdasarkan hasil wawancara 

pihak UPT PEM memberikan bimbingan berkala 1 (satu) bulan sekali, itupun 

saat penagihan. 

Kesembilan, pernyataan nomor 21 yaitu pertanggung jawaban mitra 

binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil 

penelitian menunjukan bahwa mitra binaan sudah adanya tanggung jawab 

untuk mengembalikan pinjaman modal usahanya, hal ini dilihat dari 40 persen 

atau 36 responden menjawab sangat setuju kemudian 48,9 persen atau 44 

responden menjawab setuju, ini berarti bahwa pinjaman modal usaha yang 

diberikan pihak UPT PEM mitra binaan bisa mengelola dalam usahanya dan 

mitra binaan memiliki tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman 

modal usaha sehingga mitra binaan bisa mengembalikan pinjaman modal 

usaha tersebut. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 atau 10 

responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, hal ini 

menunjukan bahwa usaha yang dirintis atau dikembangkannya tidak berjalan 

sehingga mitra binaan tidak bisa mengembalikan pinjaman modal usaha 

tersebut. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pertanggung jawaban 

mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada 

diagram 4.23 di bawah ini.  

Diagram 4.23 
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Bapak/Ibu mampu mengembalikan  pinjaman modal usaha 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.23 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mampu membayar pinjaman modal usaha 

karena bisa dengan cara di angsur. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan 

mampu membayar pinjaman modal usaha karena bisa di angsur dan bunga 

pinjaman usaha kecil, dan terkadang mtra binaan telat membayar pinjaman 

modal usaha. 

Kesepuluh, pernyataan nomor 22 yaitu ketepatan waktu dalam 

mengembalikan pinjaman modal usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa ketepatan waktu mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal 

usahanya sudah baik, hal ini dilihat dari 40 persen atau 36 responden 

menjawab sangat setuju kemudian 58,9 persen atau 53 responden menjawab 

setuju, ini berarti mitra binaan memiliki tanggung jawab dalam melakukan 
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pinjaman modal usaha sehingga mitra binaan membayar pinjaman modal 

usaha tepat pada waktunya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 1,1 persen 

atau 1 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, 

ini berarti bahwa mitra binaan tersebut tidak tepat waktu dalam 

mengembalikan pinjaman modal usaha karena usahanya belum berkembang 

sehingga hasil dari usaha tersebut hanya bisa untuk memenuhi kebutuhannya. 

Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang ketepatan waktu dalam 

mengembalikan pinjaman modal usaha dapat dilihat pada diagram 4.24 di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.24 

Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman modal usaha tepat pada waktunya 
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(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.24 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan mengembalikan pinjaman modal usaha 

sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh pihak UPT PEM. Berdasarkan 

hasil wawancara mitra binaan dalam mengembalikan pinjaman modal usaha 

selalu tepat ataupun sebelum tanggal yang di tentukan karena merupakan 

tanggung jawabnya dan sebelum tanggalnya pihak UPT PEM selalu 

memberitahu kepada mitra binaan. 
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Hasil jawaban responden mengenai profitable dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terdapat 10 (sepuluh) pernyataan yang tebagi menjadi 4 

(empat) indikator diantaranya mengenai pendidikan dan pelatihan wirausaha, 

peningkatan pendapatan dan kebutuhan ekonomi, merintis dan 

mengembangkan usaha, dan membuka lapangan pekerjaan. Terdapat 1 (satu) 

pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 31 (tiga puluh satu). 

Pertama, pernyataan nomor 23 yaitu manfaat pelatihan program satu 

kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan 

program satu kecamatan satu milyar memberikan manfaat yang baik bagi 

masyarakat untuk menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 33,3 persen 

atau 30 responden menjawab sangat setuju kemudian 60 persen atau 54 

responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan yang di berikan 

kepada mitra binaan oleh pihak UPT PEM bermanfaat bagi mitra binaan dan 

merupakan modal utama untuk menjalankan usaha yang akan dirintis atau 

dikembangkan mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 

persen atau 5 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen 

atau 1 responden, dapat dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit 

yang beranggapan bahwa pelatihan yang diberikan belum bisa memberikan 

manfaat untuk mitra binaan dalam menjalankan usaha yang dirintis atau 

dikembangkannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat 
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pelatihan program satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.25 

di bawah ini. 

Diagram 4.25 

Pelatihan Program satu kecamatan satu milyar yang diberikan kepada 

masyarakat,  sebagai modal utama masyarakat untuk bisa menjalankan 

usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.25 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan wirausaha yang diberikan sangat penting bagi 

mitra binaan, karena merupakan modal utama bagi mitra binaan untuk 

mengetahui bagaimana cara menjalankan usaha dengan baik. Berdasarkan 

hasil wawancara pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM sangat penting 

bagi mitra binaan karena dengan pelatihan wirausaha mitra binaan bisa 

menjalankan usahanya dengan baik. 
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Kedua, pernyataan nomor 24 yaitu manfaat program satu kecamatan 

satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 

program satu kecamatan satu milyar merupakan peluang besar bagi 

masyarakat untuk melakukan wirausaha, hal ini dapat dilihat dari 43,3 persen 

atau 39 responden menjawab sangat setuju kemudian 54,5 persen atau 49 

responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini 

masyarakat memiliki peluang untuk mendirikan dan membangun usahanya, 

karena program ini merupakan program yang memberikan pinjaman modal 

usaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden 

dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dengan hasil 

jawaban responden ini dapat dilihat bahwa hanya sedikit masyarakat yang 

tidak memanfaatkan peluang program tersebut untuk mendirikan usaha. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat dari adanya program satu 

kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.26 di bawah ini. 
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Diagram 4.26 

program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan peluang besar 

untuk perintisan usaha bagi masyarakat 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.26 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar merupakan 

keuntungan bagi masyarakat untuk merintis, menguatkan, dan 

mengembangkan usaha dengan pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil 

wawancara program satu kecamatan satau milyar merupakan peluang besar 

dan menguntungkan bagi masyarakat dengan adanya pinjaman modal usaha 

dengan bunga yang kecil untuk merintis usaha. 

Ketiga, pernyataan nomor 25 yaitu manfaat pendidikan program satu 

kecamatan satu milyar. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

adanya pendidikan berwirausaha dalam program satu kecamatan satu milyar 
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sudah baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hal ini dapat 

dilihat dari 12,2 persen atau 11 responden menjawab sangat setuju kemudian 

64,5 persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan 

adanya program ini masyarakat bisa mendapatkan pengarahan dan pelatihan 

tentang wirausaha bagi yang mengikuti program ini sehingga masyarakat bisa 

meningkatkan kualitasnya dalam berwirausaha. Sedangkan yang menjawab 

tidak setuju 18,9 persen atau 17 responden dan yang menjawab sangat tidak 

setuju 4,4 persen atau 4 responden, dengan hasil jawaban tersebut dapat 

dilihat bahwa program ini hanya bisa memberikan pinjaman modal usaha dan 

belum sepenuhnya meningkatkan kualitas mitra binaan dalam berwirausaha. 

Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang manfaat pendidikan program 

satu kecamatan satu milyar dapat dilihat pada diagram 4.27 di bawah ini. 

Diagram 4.27 

Program satu kecamatan satu milyar membantu meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia dalam melakukan wirausaha 
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(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.27 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan wirausaha yang di berikan pihak UPT PEM  

bisa membantu meningkatkan kualitas SDM dalam berwirausaha jika mitra 

binaan memperhatikan apa yang diberikan dalam pelatihan. Berdasarkan hasil 

wawancara mitra binaan bisa mengerti bagaimana cara berwirausaha dengan 

baik dan bagaimana cara mengembangkan usaha karena adanya pelatihan 

yang diberikan oleh pihak UPT PEM. 

Keempat, pernyataan nomor 26 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar mampu meningkatkan penghasilan. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra 

binaan mampu meningkatkan penghasilannya, hal ini dapat dilihat dari 27,8 

persen atau 25 responden menjawab sangat setuju kemudian 61,1 persen atau 

55 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program 

ini mitra binaan bisa mendirikan dan membangun usahanya lebih maju karena 

program ini memberikan pinjaman modal usaha dan dengan adanya program 

ini mitra binaan bisa meningkatkan penghasilannya. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 11,1 atau 10 responden dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa 

hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini belum sepenuhnya bisa 
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meningkatkan penghasilan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan dapat 

dilihat pada diagram 4.28 di bawah ini. 

Diagram 4.28 

Program satu kecamatan satu milyar mampu meningkatkan penghasilan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.28 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar yang 

memberikan pinjaman modal usaha, mitra binaan dapat merintis, menguatkan, 

dan mengembangkan usahanya sehingga dengan itu masyarakat bisa 

mendapatkan keuntungan dan meningkatkan penghasilannya. Berdasarkan 

hasil wawancara program satu kecamatan satu milyar bisa meningkatkan 

penghasilan mitra binaan karena program tersebut memberikan pinjaman 

modal usaha untuk merintis atau mengembangkan usaha mitra binaan. 
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Kelima, pernyataan nomor 27 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/ 

dikembangkannya. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dengan 

adanya program satu kecamatan satu milyar mitra binaan dapat mencukupi 

kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/ dikembangkannya, hal ini dapat 

dilihat dari 27,8 persen atau 25 responden menjawab sangat setuju kemudian 

61,1 persen atau 55 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan 

adanya program ini mitra binaan bisa mendirikan wirausaha dan 

mengembangkan usaha yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mitra 

binaan dari hasil wirausahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 11,1 

persen atau 10 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju dilihat dari hasil jawaban tersebut bahwa hanya sedikit yang 

menganggap bahwa program ini belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu kecamatan satu 

milyar mampu mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dirintis/ 

dikembangkannya dapat dilihat pada diagram 4.29 di bawah ini. 
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Diagram 4.29 

Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar mampu  

mencukupi kebutuhan hidup dari usaha yang dikembangkannya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.29 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa program satu kecamatan satu milyar yang memberikan 

pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk merintis dan mengembangkan 

usaha masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan penghasilan dari usaha 

yang dirintis atau di kembangkannya dan penghasilan tersebut untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya.berdasarkan hasil wawancara dengan adanya 

program tersebut masyarakat bisa merintis atau mengembangkannya  untuk 

menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidupnya. 

Keenam, pernyataan nomor 28 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar mampu menstabilkan kondisi ekonomi keluarga melalui usaha 
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yang dirintisnya. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 

program satu kecamatan satu milyar mitra binaan dapat menstabilkan kondisi 

ekonomi kelurganya melalui usaha yang dirintisnya, hal ini dapat dilihat dari 

24,5 persen atau 22 responden menjawab sangat setuju kemudian 73,3 persen 

atau 66 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pogram ini 

memberikan pinjaman modal usaha yang membuat mitra binaan mendirikan 

dan mengembangkan usahanya sehingga hasil dari usaha mitra binaan bisa 

menstabilkan kondisi eknomi keluarga mitra binaan. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju, dari hasil jawaban tersebut hanya sedikit 

yang beranggapan bahwa program ini belum sepenuhnya bisa menstabilkan 

kondisi ekonomi keluarga mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran 

jawaban tentang program satu kecamatan satu milyar mampu menstabilkan 

kondisi ekonomi keluarga melalui usaha yang dirintisnya dapat dilihat pada 

diagram 4.30 di bawah ini. 
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Diagram 4.30 

Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu milyar, mampu 

menstabilkan kondisi ekonomi keluarganya  melalui usaha yang 

dirintisnya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.30 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar, 

pinjaman modal usaha yang diberikan digunakan untuk merintis atau 

membangun usahanya dan hasil usaha tersebut untuk menstabilkan kondisi 

ekonominya. Berdasarkan hasil wawancara mitra binaan bisa menstabilkan 

kondisi ekonominya karena adanya pinjaman modal usaha untuk merintis 

usaha dan mengembangkan usahanya sehingga penghasilan pun bisa 

meningkat. 

Ketujuh, pernyataan nomor 29 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar mampu mengembangkan usaha yang dirintisnya. Dari data hasil 
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penelitian menunjukan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu 

milyar mitra binaan dapat mengembangkan usaha yang dirintisnya, hal ini 

dapat dilihat dari 25,5 persen atau 23 responden menjawab sangat setuju 

kemudian 65,6 persen atau 59 responden menjawab setuju, hal ini berarti 

bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa melakukan pinjaman 

modal usaha yang bertujuan untuk mendirikan dan mengembangkan usaha 

masyarakat. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 

responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat 

dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang menganggap bahwa 

program ini belum sepenuhnya bisa membantu masyarakat untuk mendirikan 

dan mengembangkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban 

tentang program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha 

yang dirintisnya dapat dilihat pada diagram 4.31 di bawah ini. 
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Diagram 4.31 

Program satu kecamatan satu milyar mampu mengembangkan usaha 

yang dirintisnya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.31 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar mitra 

binaan bisa mengembangkan usahanya karena di berikan pelatihan dan 

pinjaman modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara program satu kecamatan 

satu milyar memberikan masyarakat jalan untuk mengembangkan usahanya 

karena diberikan pinjaman modal usaha dengan bunga yg sangat kecil dan 

pelatihan wirausaha. 

Kedelapan, pernyataan nomor 30 yaitu mengenai program satu 

kecamatan satu milyar mampu memberikan relasi usaha kepada mitra binaan 

untuk usahanya. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya 
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program satu kecamatan satu milyar mitra binaan mendapatkan relasi usaha 

untuk kerja sama usahanya, hal ini dapat dilihat dari 12,2 persen atau 11 

responden menjawab sangat setuju kemudian 70 persen atau 63 responden 

menjawab setuju, hal ini berarti bahwa  program ini memberikan relasi bagi 

masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha untuk membuka 

wirausaha. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 17,8 persen atau 16 

responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat 

dari hasil jawaban responden hanya sedikit responden yang beranggapan 

bahwa program ini belum mampu memberikan relasi untuk usaha yang 

dirintis atau dikembangkannya. Untuk memperjelas gambaran jawaban 

tentang program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan relasi usaha 

kepada mitra binaan untuk usahanya dapat dilihat pada diagram 4.32 di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 
 

Diagram 4.32 

Program satu kecamatan satu milyar mampu meberikan relasi kepada 

masyarakat untuk usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.32 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar pihak 

UPT PEM membantu masyarakat memberikan relasi usaha. Berdasarkan hasil 

wawancara pihak UPT PEM memberikan relasi bagi mitra binaan dengan di 

adakannya perkumpulan para wirausaha. 

Kesepuluh, pernyataan nomor 32 yaitu mengenai program satu 

kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan. Dari data 

hasil penelitian menunujukan bahwa dengan adanya program satu kecamatan 

satu milyar merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memberikan 

modal usaha untuk masyarakat, hal ini dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32 
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responden menjawab sangat setuju kemudian 51,1 persen atau 46 responden 

menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini masyarakat 

bisa mempunyai usaha dengan melakukan pinjaman modal usaha disertai 

pelatihan dan dengan adanya program ini merupakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 8,9 persen atau 8 

responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 4,4 persen atau 4 

responden, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang 

beranggapan bahwa program ini belum mampu membuat masyarakat untuk 

melakukan wirausaha. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang 

program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan pekerjaan 

dapat dilihat pada diagram 4.33 di bawah ini. 

Diagram 4.33 

Program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan lapangan 

pekerjaan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.33 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar 

merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat karena program tersebut bisa 

memberikan pinjaman modal usaha untuk membuat usaha bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara program tersebut merupakan pekerjaan bagi 

masyarakat Kecamatan Ciwandan. 

4.4.4 Sustainable 

Hasil jawaban responden mengenai sustainable dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terdapat 6 (enam) pernyataan yang terbagi pada 3 (tiga) 

indikator diantaranya mengenai memulai wirausaha untuk berlanjut dalam 

menyambung hidup keluarga dan memperbaiki ekonomi keluarga, 

kemandirian dan mampu bersaing dalam wirausahanya, dan peluang dalam 

mengurangi pengangguran. 

Pertama, pernyataan nomor 33 yaitu mengenai hasil dari program satu 

kecamatan satu milyar yang digunakan untuk menyambung hidup bagi 

keluarganya. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa mitra binaan yang 

mengikuti program satu kecamatan satu milyar hasilnya dapat digunakan 

untuk menyambung hidup keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari 30 persen 

atau 27 responden menjawab sangat setuju kemudian 63,4 persen atau 57 
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responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program ini 

masyarakat yang melakukan pinjaman modal usaha untuk merintis dan 

mengembangkan usahanya sehingga hasil dari usahanya mampu untuk 

menyambung hidup keluarganya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 4,4 

persen atau 4 responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 2,2 persen 

atau 2 responden dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit 

yang beranggapan bahwa prograpm ini yang memberikan pinjaman modal 

usaha belum mampu untuk menyambung hidup keluarga mitra binaan. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang hasil dari program satu kecamatan 

satu milyar yang digunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya dapat 

dilihat pada diagram 4.34 di bawah ini. 

Diagram 4.34 

Bapak/Ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar, 

hasilnya saudara gunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.34 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa hasil mengikuti program tsb, mitra binaan 

menggunakannya untuk keberlanjutan hidupnya. 

Kedua, pernyataan nomor 34 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar yang memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik. Dari data hasil 

penelitian menunjukan bahwa program satu kecamatan satu milyar dapat 

memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik, hal ini dapat dilihat dari 32,2 

persen atau 29 responden menjawab sangat setuju kemudian 62,2 persen atau 

56 responden, hal ini berarti bahwa program ini yang memberikan pinjaman 

modal usaha untuk masyarakat hasilnya mampu untuk memperbaiki ekonomi 

mitra binaan menjadi lebih baik. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 

persen atau 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit responden yang 

beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha 

belum mampu memperbaiki ekonomi mitra binaan menjadi lebih baik. Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang program satu milyar yang 

memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik dapat dilihat pada diagram 4.35 di 

bawah ini. 
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Diagram 4.35 

Bapak/ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu milyar, hasilnya 

saudara gunakan untuk memperbaiki ekonomi menjadi lebih baik 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.35 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan yang melakukan pinjaman modal usaha dan 

usaha mitra binaan berjalan dengan baik maka hasil dari usaha tersebut bisa 

dipergunakan untuk memperbaiki ekonominya menjadi lebih baik. 

Ketiga, pernyataan nomor 35 yaitu mengenai mitra binaan yang 

mengikuti progran satu kecamatan satu milyar  untuk keberlanjutan usahanya. 

Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa mitra binaan menjalankan 

usahanya secara mandiri karena pinjaman modal usaha, hal ini dapat dilihat 

dari 25,6 persen atau 23 responden menjawab sangat setuju kemudian 64,4 

persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan 
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adanya program ini yang memberikan pinjaman modal usaha mampu 

membuat mitra binaan untuk melanjutkan usaha mitra binaan. Sedangkan 

yang menjawab tidak setuju 7,8 persen atau 7 responden dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 2,2 persen atau 2 responden, dilihat dari hasil jawaban 

responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa program ini yang 

memberikan pinjaman modal usaha kepada mitra binaan belum mampu 

membuat mitra binaan melanjutkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran 

jawaban tentang keberlanjutan usaha mitra binaan dapat dilihat pada diagram 

4.36 di bawah ini. 

Diagram 4.36 

Setelah Bapak/Ibu mengikuti program satu kecamatan satu milyar  

saudara dapat menjalankan usahanya secara mandiri 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.36 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 
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disimpulkan bahwa mitra binaan bisa menjalankan usahanya secara mandiri 

karena adanya pinjaman modal usaha dari pihak UPT PEM. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan adanya program satu kecamatan satu milyar masyarakat 

bisa meminjam modal usaha untuk keberlanjutan usahanya. 

Keempat, pernyataan nomor 36 yaitu mengenai mitra binaan yang bisa 

bersaing dalam menjalankan usahanya. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa dengan adanya pinjaman modal usaha mitra binaan bisa bersaing 

dalam menjalankan usahanya, hal ini dapat dilihat dari 22,2 persen atau 20 

responden menjawab sangat setuju kemudian 72,2 persen atau 65 responden 

menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini yang memberikan 

pinjaman modal usaha dan pelatihan mampu membuat mitra binaan bersaing 

dalam menjalankan usahanya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 

persen atai 5 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang 

beranggapan bahwa program ini yang memberikan pinjaman modal usaha dan 

pelatihan belum mampu membuat mitra binaan bersaing dalam menjalankan 

usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang bersaing dalam 

menjalankan usaha dapat dilihat pada diagram 4.37 di bawah ini. 
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Diagram 4.37 

Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb, saudara bisa bersaing dalam 

menjalankan usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.37 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan bisa bersaing dalam menjalankan usahanya 

karena adanya penambahan modal dari pelatihan dan pinjaman modal usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dengan adanya program astu kecamatan 

satu milyar yang memberikan pelatihan dan pinjaman modal usaha mitra 

binaan bisa bersaing dalam menjalankan usahanya. 

Kelima, pernyataan nomor 37 yaitu mengenai keberhasilan dalam 

mengembangkan usaha mitra binaan. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa pelatihan dan pinjaman modal yang diberikan kepada mitra binaan 

berhasil untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari 22,2 
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persen atau 20 responden menjawab sangat setuju kemudian 72,2 persen atau 

65 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa dengan adanya program 

ini masyarakat mendapatkan keuntungan untuk merintis dan mengembangkan 

usaha yang akan dijalankannya dengan melakukan pinjaman modal usaha. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 4,5 persen atau 4 responden dan 

responden yang menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, 

dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa 

program ini belum mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk 

merintis atau mengembangkan usahanya. Untuk memperjelas gambaran 

jawaban tentang keberhasilan dalam mengembangkan usaha mitra binaan 

dapat dilihat pada diagram 4.38 di bawah ini. 

Diagram 4.38 

Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb saudara yang berhasil 

mengembangkan usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.38 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar, 

pelatihan dan pinjaman modal usaha membuat mitra bina berhasil dalam 

mengembangkan usahanya. 

Keenam, pernyataan nomor 38 yaitu mengenai program satu kecamatan 

satu milyar yang merupakan bisa membuat lapangan pekerjaan. Dari data 

hasil penelitian menunjukan bahwa program satu kecamatan satu milyar 

merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk merintis usaha . Hal ini 

dapat dilihat dari 35,6 persen atau 32 responden menjawab sangat setuju 

kemudian 48,9 persen atau 44 responden menjawab setuju, hal ini berarti 

bahwa dengan adanya program ini masyarakat bisa melakukan pinjaman 

modal usaha untuk mengembangkan usahanya dan membuka lapangan 

pekerjaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 15,5 persen atau 14 

responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju, dilihat 

dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang beranggapan bahwa 

program ini belum mampu untuk membuat lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang program satu 

kecamatan satu milyar yang merupakan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada 

diagram 4.39 di bawah ini. 
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Diagram 4.39 

Lapangan pekerjaan dengan adanya program satu kecamatan satu 

milyar yang telah dilaksanakan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.39 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan adanya program satu kecamatan satu milyar 

masyarakat bisa merintis usaha karena program tersebut merupakan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. 

4.4.5 Replicable 

Hasil jawaban responden mengenai replicable dalam pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, terdapat 6 (enam) pernyataan yang terbagi pada 2 (dua) 

indikator. Diantaranya mengenai aspek pengelolaan dana, dan aspek 

pengelolaan hasil. 
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Pertama, pernyataan nomor 39 yaitu mengenai penerapan pelatihan 

pengelolaan dana. Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan 

dana yang diajarkan pada pelatihan mitra binaan bisa menerapkan, hal ini 

dapat dilihat dari 26,7 persen atau 24 responden menjawab sangat setuju 

kemudian 51,1 persen atau 46 responden menjawab setuju, hal ini berarti 

bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam 

program ini mampu dipelajari mitra binaan sehingga mudah diterapakan 

dalam usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 22,2 persen 

atau 20 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sekitar 20 persen 

responden yang beranggapan bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan 

kepada mitra binaan dalam program ini belum sepenuhnya mampu dipelajari 

oleh mitra binaan sehingga sulit diterapkan dalam usaha mitra binaan . Untuk 

memperjelas gambaran jawaban tentang penerapan pelatihan pengelolaan 

dana dapat dilihat pada diagram 4.40 di bawah ini. 
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Diagram 4.40 

Pengelolaan dana yang di ajarkan pada pelatihan  Bapak/Ibu dengan 

mudah menerapkannya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.40 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan bisa menerapakan pengelolaan dana dengan 

benar dalam wirausahanya, karena pihak UPT PEM memberikan pelatihannya 

sehingga dapat ditiru. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak UPT PEM 

memberikan pelatihan pengelolaan dana kepada mitra binaan untuk di tiru. 

Kedua, pernyataan nomor 40 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan 

dalam mengatur keuntungan usaha. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa mitra binaan dapat meniru pelatihan dalam mengatur keuntungan yang 

diberikan pihak UPT PEM. Hal ini dapat dilihat dari 24,4 persen atau 22 

responden menjawab sangat setuju kemudian 55,6 persen atau 50 responden 
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menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan 

kepada mitra binaan dalam program ini mampu dipraktekan untuk mengatur 

keuntungan dalam usaha yang dijalani mitra binaan. Sedangkan yang 

menjawab tidak setuju 15,6 persen atau 14 responden dan yang menjawab 

sangat tidak setuju 4,4 persen atau 4 responden, dilihat dari hasil jawaban 

responden bahwa hanya terdapat 20 persen responden yang menganggap 

pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan belum mampu 

dipraktekan untuk mengatur keuntungan dalam usaha yang dijalani mitra 

binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang 

diberikan dalam mengatur keuntungan dapat dilihat pada diagram 4.41 di 

bawah ini.  

Diagram 4.41 

Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu pandai 

mengatur keuntungan 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 
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Berdasarkan diagram 4.41 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan bisa mengatur keuntungan untuk usahanya 

karena pihak UPT PEM mengajarkannya dalam pelatihan. 

Ketiga, pernyataan nomor 41 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan 

pihak UPT PEM dalam berwirausaha. Dari data hasil penelitian menunjukan 

bahwa mitra binaan bisa menerapkan tahap demi tahap tata cara dalam 

berwirausaha yang diberikan saat pelatihan oleh pihak UPT PEM. Hal ini 

dapat dilihat dari 28,9 persen atau 26 responden menjawab sangat setuju 

kemudian 64,4 persen atau 58 responden menjawab setuju, hal ini berarti 

bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam 

program ini mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga mitra binaan 

mampu menerapkannya tahap demi tahap dalam usaha yang dijalankannya. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju 5,6 persen atau 5 responden dan yang 

menjawab sangat tidak setuju 1,1 persen atau 1 responden, dilihat dari hasil 

jawaban responden hanya sedikit yang beranggapan bahwa pelatihan- 

pelatihan yang diberikan belum mampu dipelajari sehingga mitra binaan 

belum mampu menerapkannya tahap demi tahap dalam menjalankan 

usahanya. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang 

diberikan pihak UPT PEM dalam berwirausaha dapat dilihat pada diagram 

4.42 di bawah ini. 
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Diagram 4.42 

Melalui pelatihan wirausaha Bapak/Ibu bisa menerapkannya tahap demi 

tahap dalam usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.42 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa mitra binaan menerapkan tahap demi tahap tata cara 

wirausaha yang diberikan dalam pelatihan. 

Keempat, pernyataan nomor 42 yaitu mengenai baik dan benarnya 

dalam mempraktekan wirausaha yang diberikan dalam pelatihan wirausaha. 

Dari data hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan wirausaha yang 

diberikan sudah di praktekan dengan baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari 

33,3 persen atau 30 responden menjawab sangat setuju kemudian 58,9 persen 

atau 53 responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa pelatihan- pelatihan 

yang diberikan mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga bisa dipraktekan 

dengan baik dan benar oleh mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak 
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setuju 7,8 persen atau 7 responden dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden hanya sedikit yang 

menganggap bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan mitra binaan belum 

mampu dipelajari oleh mitra binaan sehingga belum mampu dipraktekan 

dengan baik dan benar. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang baik 

dan benarnya dalam mempraktekan wirausaha yang diberikan dalam pelatihan 

wirausaha dapat dilihat pada diagram 4.43 di bawah ini. 

Diagram 4.43 

Pelatihan yang diberikan dalam melakukan wirausaha bisa dipraktekan 

dengan baik dan benar 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.43 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT PEM mudah 

dipahami dan bisa dipraktekan dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil 

wawancara mitra binaan mengerti pelatihan yang diberikan oleh pihak UPT 
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PEM, sehingga dalam wirausaha pelatihan yang diberikan dipraktekan dengan 

baik dan benar. 

Kelima, pernyataan nomor 43 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan 

pihak UPT PEM untuk bersaing dalam wirausaha. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa mitra binaan dapat menerapkan pelatihan yang diberikan 

untuk bersaing dalam wirausaha. Hal ini dapat dilihat dari 24,5 persen atau 22 

responden menjawab sangat setuju kemudian 51,1 persen atau 46 responden 

menjawab setuju, hal ini berarti bahwa sudah 75 persen responden 

menganggap bahwa pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan 

dalam program ini sudah mampu dipraktekan untuk bersaing dalam usaha 

mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 22,2 persen atau 20 

responden dan yang menjawab sangat tidak setuju 2,22 persen atau 2 

responden, dilihat dari hasil jawaban responden sekitar 25 persen responden 

menganggap pelatihan- pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan dalam 

program ini belum sepenuhnya bisa dipraktekan untuk bersaing dalam usaha 

mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban tentang pelatihan yang 

diberikan pihak UPT PEM untuk bersaing dalam wirausaha dapat dilihat pada 

diagram 4.44 di bawah ini. 
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Diagram 4.44 

Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu mampu 

bersaing dalam usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.44 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa dengan mendapatkan pelatihan dan pinjaman modal usaha 

maka mitra binaan bisa bersaing untuk usahanya 

Keenam, pernyataan nomor 44 yaitu mengenai pelatihan yang diberikan 

pihak UPT PEM untuk mengembangkan usaha. Dari data hasil penelitian 

menunjukan bahwa mitra binaan bisa menerapkan pelatihan yang diberikan 

untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dari 18,9 persen atau 

17 responden menjawab sangat setuju kemudian 71,1 persen atau 64 

responden menjawab setuju, hal ini berarti bahwa program ini memberikan 

pelatihan-pelatihan yang bisa dipraktekan atau ditiru mitra binaan untuk 
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mengembangkan usaha mitra binaan. Sedangkan yang menjawab tidak setuju 

10 persen atau 9 responden dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju, dilihat dari hasil jawaban responden bahwa hanya sedikit yang 

menganggap bahwa pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mitra binaan 

dalam program ini belum sepenuhnya bisa dipraktekan atau ditiru untuk 

mengembangkan usaha mitra binaan. Untuk memperjelas gambaran jawaban 

tentang pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM untuk mengembangkan 

usaha dapat dilihat pada diagram 4.45 di bawah ini. 

Diagram 4.45 

Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu bisa 

mengembangkan usahanya 

 
(Sumber: hasil penelitian lapangan, 2017) 

Berdasarkan diagram 4.45 di atas, hasil jawaban responden untuk 

pernyataan tersebut setuju merupakan jawaban terbanyak. Dan dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra 
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binaan bisa ditiru untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil 

wawancara bahwa pelatihan yang diberikan pihak UPT PEM mudah di 

mengerti oleh mitra binaan sehingga bisa di tiru dan digunakan untuk 

mengembangkan usaha mitra binaan. 

4.4.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang dipakai ialah seberapa besar tingkat keberhasilan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam Penelitian mengenai 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu 

Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, peneliti memprediksi hipotesis 

tersebut mencapai 65% dan nilai ideal yaitu 100% dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

“Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui 

Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 

mencapai 65% dengan tingkat ideal 100%” 

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap 

pengujian hipotesis penelitian ini peneliti menggunakan rumus t-test satu 

sampel. Adapun perhitungan pengujian hipotesis tersebut yaitu sebagai 

berikut. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, maka penelitian pemberdayaan 

ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di 

Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, skornya adalah 4 x 43 x 90 = 15480 (4= 

nilai tertinggi dari item pernyataan yang ada menurut skala likert, 43= jumlah 

pernyataan yang ada, dan 90= jumlah responden yang ada). Skor hasil 

penelitian berdasarkan data yang terkumpul untuk instrumen adalah 12003. 

Langkah selanjutnya dalam pengajuan hipotesis adalah mengaplikasikan 

rumus t-test sampel. Skor ideal untuk penelitian pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan 

Ciwandan Tahun 2016 adalah 15480, sehingga milai mean atau rata-rata pada 

skor ideal instrumen adalah 15480 : 90 = 172. Mengingat hipotesis dalam 

penelitian ini adalah mengenai tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan 

Ciwandan Tahun 2016 mencapai 65%, berarti nilai yang dihipotesiskan adalah 

0,65 x 172 = 111,8. H0 untuk memprediksi µ lebih kecil sama dengan ( < ) 

65%. Sedangkan Ha lebih besar ( > )  65%. Hipotesis statistiknya dapat ditulis 

dengan rumus: 

H0 : µ < 65% < 0,65 x 15480 : 90 = 111,8 

Ha : µ > 65% > 0,65 x 15480 : 90 = 111,8 
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Diketahui: 

 ̅ = 
     

  
 = 133,37 

µo = 65% = 0,65 x 15480 : 90 = 111,8 

S   =  √
∑     ̅ 

   
  = 11,331 ( dilihat dari std.devation di spss ) 

n = 90 

Tabel 4.4 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Variabel 90 1.3337E2 11.33103 1.19439 

 

 (sumber: Hasil pengolahan data dari SPSS, 2017) 

Ditanya: t? 

Jawab: 

t = 
 ̅   

 

√ 

 

t = 
            

      

√  
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t =      
    

 

t = 18,13 

Nilai t hitung tersebut, selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel, 

dengan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 90 – 1 = 89 dan taraf kesalahan α = 

5% untuk uji satu pihak (one tail test) , maka harga t tabelnya yaitu 1,66216. 

Karena harga t hitung lebih besar dari pada t tabel (18,13 > 1,662) dan jatuh 

pada penerimaan   , maka hipotesis nol (  ) ditolak dan hipotesis alternatif 

(  ) diterima. Berikut adalah gambar kurva daerah penerimaannya. 

Gambar 4.3 

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis 

 

  

 

 

1,662                                 18,13 

Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa tingkat keberhasilan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu 

milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, yaitu:      
     

        = 77,53%. 

Daerah 
penerimaan    

Daerah 
penerimaan    
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Jadi, telah diketahui bahwa tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan 

Ciwandan Tahun 2016 mencapai 77,53%. 

4.4.7 Interpretasi Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini, hal yang paling penting dan diutamakan adalah 

menjawab rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti diawal penelitian. 

Untuk menjawab rumusan masalah, kita dapat melihatnya dari hasil 

penghitungan dengan menggunakan seperti dalam perhitungan t-test satu 

sampel dengan uji satu pihak (one tail test). Berdasarkan penghitungan pada 

pengujian hipotesis t-test satu variabel didapatkan bahwa ternyata t-hitung 

lebih besar daripada t-tabel, maka dapat diartikan bahwa    ditolak dan    

diterima. Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah 

adalah seberapa besar tingkat keberhasilan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat melalui program satu kecamatan satu milyar di Kecamatan 

Ciwandan adalah sudah berhasil. 

Skor ideal yang diperoleh adalah 4 x 43 x 90 = 15480 (4= nilai tertinggi 

dari setiap jawaban yang ditanyakan responden, 43= jumlah pernyataan yang 

ditanyakn kepada responden, dan 90= jumlah sampel yang dijadikan 

responden). Sedangkan, skor terendahnya adalah 1 x 43 x 90 = 3870 (1= nilai 

terendah dari setiap jawaban yang ditanyakan responden, 43= jumlah 
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pernyataan yang ditanyakan kepada responden, dan 90= jumlah sampel yang 

dijadikan responden). Adapun, jumlah skor yang diperoleh adalah 12003. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program satu kecamatan satu 

milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 adalah 12003 : 15480 x 100% = 

77,53%. Hal ini bahwa pemberdayaan tersebut telah berhasil. Penilaian 

tersebut didasarkan pada kategori instrumen berikut ini: 

Gambar 4.4 

Kategori Instrumen 

Tidak baik             kurang baik              baik                sangat baik 

25%                      50%                       75%                       100% 

 

77,53% 

(Sumber: Hasil pengolahan data, 2017) 

Berdasarkan kategori instrumen di atas, angka 77,53% masuk dalam 

kategori interval baik dan sangat baik, maka hasil tersebut masuk dalam 

kategori baik karena lebih mendekati kategori baik. 
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4.5  Pembahasan 

Dalam penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu 

Kecamatan Satu Milyar Di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016, peneliti menggunakan 

teori pemberdayaan masyarakat menurut Sumodiningrat dan tujuan program satu 

kecamatan satu milyar. Teori ini digabungkan dengan tujuan program satu kecamatan 

satu milyar yang mendapatkan beberapa indikator. 

Berikut ini merupakan jumlah skor rata-rata per dimensi prinsip pemberdayaan 

masyarakat melalui bantuan dana yang dapat diciptakan kegiatan sosial ekonomi 

yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti:  

1. Acceptable. Peneliti membagi ke dalam 5 indikator yaitu mengenai 

informasi program, program yang sudah tepat sasaran, syarat dan tahapan 

dalam pinjaman modal usaha, cepat dan tepat waktu dalam pinjaman modal 

usaha, dan mudah di mengerti dalam melakukan pelatihan wirausaha. Dari 

5 (lima) indikator mendapatkan pernyataan sebanyak 12 item. Jumlah 

jawaban responden dari 12 pernyataan yaitu 275+ 259+ 265+ 252+ 266+ 

272+ 264+ 263+ 270+ 276+ 276+ 278= 3216  (lihat pada lampiran tabel 

distribusi data). Skor ideal untuk dimensi Acceptable adalah 12 x 4 x 90 = 

4320 (12= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi Acceptable, 4= 

nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah sampel yang 
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dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi acceptable 

adalah 3216 : 4320 x 100% = 74,4%. 

Artinya, program satu kecamatan satu milyar di kecamatan Ciwandan 

mudah diterima dan didayagunakan dengan baik oleh masyarakat 

Kecamatan Ciwandan, karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 

UPT PEM dan para pegawai UPT PEM memberitahu kepada masyarakat 

tentang adanya program satu kecamatan satu milyar. Pinjaman modal usaha 

yang di berikan oleh pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan dengan bunga 

yang kecil membuat rumah tangga sasaran sampai masyarakat yang biasa 

banyak yang berantusias untuk meminjam modal usaha dan merintis usaha. 

Pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan memberikan pinjaman modal usaha 

sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjalankan usahanya dan 

sudah tepat sasaran yaitu memberikan pinjaman kepada yang paling utama 

adalah rumah tangga sasaran (RTS). Hal ini dapat dilihat juga dari jawaban 

responden mengenai pinjaman modal usaha, dimana persyaratan dan 

prosedur yang diberikan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan  mudah 

dipenuhi oleh RTS ataupun masyarakat biasa.  Dan pinjaman modal usaha 

yang diberikan pihak UPT PEM kepada mitra binaan akan tepat waktu 

keluarnya jika persyaratan dan prosedurnya dipenuhi oleh mitra binaan. 

2. Accountable, peneliti membagi ke dalam 5 (lima) indikator yaitu mengenai 

tanggung jawab dalam pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar, 
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mengikuti syarat dan prosedur dalam melakukan pinjaman modal usaha, 

pertanggung jawaban dalam mengelola dana pinjaman modal usaha, 

pengawasan dan bimbingan dalam wirausaha, dan pertanggung jawaban 

dalam pengembalian modal usaha. Dari 5 (lima) indikator mendapatkan 

pernyataan sebanyak 10 item. Jumlah jawaban responden dari 10 

pernyataan yaitu 243+ 299+ 281+ 287+ 293+ 283+ 281+ 273+ 296+ 305= 

2841 (lihat pada lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi 

accountable adalah 10 x 4 x 90 = 3600 (10= jumlah pernyataan yang valid 

untuk dimensi Accountable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban 

responden, 90= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai 

presentase untuk dimensi accountable adalah 2841 : 3600 x 100% = 78,9%. 

Artinya, pertanggung jawaban dalam program satu kecamatan satu milyar 

dikatakan baik. Rasa tanggung jawab yang diberikan pihak UPT PEM 

Kecamatan Ciwandan kepada masyarakat sudah baik. Yaitu dengan 

memberikan kepercayaan kepada mitra binaan untuk memberikan 

pinjaman modal usaha dengan persyaratan dan prosedur yang sudah di 

tentukan untuk merintis, menguatkan, dan mengembangkan usaha 

masyarakat. Serta dalam pengembalian pinjaman modal usaha, walaupun 

masih ada saja masyarakat yang terlambat atau menunggak setorannya, 

tetapi dari pihak UPT PEM hanya memberikan teguran dan peringatan saja 

tidak ada sangsi yang berat dari pihak UPT PEM. Dan pengawasan 
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program satu kecamatan satu milyar yang pihak UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan belum semuanya memenuhi standar yang ada. Dari hasil temuan 

lapangan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan hanya melakukan 

penagihan uang setoran kepada mitra binaan. Kalau untuk memonitoring 

dan mendampingi mitra binaan supaya usahanya berkembang dan maju, 

pihak UPT PEM belum sepenuhnya melakukan kepada mitra binaan. 

3. Profitable, peneliti membagi ke dalam 4 (empat) indikator yaitu mengenai 

pendidikan dan pelatihan wirausaha, peningkatan pendapatan dan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi, perintisan dan pengembangan usaha, dan 

membuka lapangan pekerjaan. Dari 4 (empat) indikator  mendapatkan 

pernyataan sebanyak 9 item. Jumlah jawaban responden dari 9 pernyataan 

yaitu 293+ 307+ 256+ 285+ 285+ 290+ 285+ 265+ 286= 2552 (lihat pada 

lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi profitable adalah 9 

x 4 x 90 = 3240 (9= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi 

profitable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah 

sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi 

profitable adalah 2552 : 3240 x 100% = 78,8%. 

Artinya, keuntungan dari prorgram satu kecamatan satu milyar sudah 

dikatakan baik. dengan adanya program satu kecamatan satu milyar 

merupakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk merintis usaha. 

Dengan adanya program tersebut masyarakat mendapatkan pelatihan 
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wirausaha serta pinjaman modal usaha dari pihak UPT PEM Kecamatan 

Ciwandan. Dengan diberikannya pelatihan wirausaha masyarakat bisa 

mengetahui cara berwirausaha dengan baik dan benar dan memilih 

wirausaha yang pantas untuknya dan sesuai dengan kemampuannya., 

karena banyak sekali jenis-jenis usaha. Pelatihan serta pinjaman modal 

usaha yang di dapatkan bisa memberikan penghasilan dari usaha yang 

dirintisnya dan pelatihan yang diberikan bisa mendidik masyarakat untuk 

mengelola kegiatan usaha secara ekonomis. 

4. Sustainable, peneliti membagi ke dalam 3 (tiga) indikator yaitu mengenai 

keberlanjutan dalam menyambung hidup keluarga dan memperbaiki 

ekonomi keluarga, kemandirian dan mampu bersaing dalam berwirausaha, 

dan peluang dalam mengurangi pengangguran. Dari 3 (tiga) indikator 

mendapatkan pernyataan sebanyak 6 item. Jumlah jawaban responden dari 

6 pernyataan yaitu 289+ 294+ 282+ 285+ 284+ 288= 1722 (lihat pada 

lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi sustainable adalah 

6 x 4 x 90 = 2160 (6= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi 

sustainable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah 

sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi 

sustainable adalah 1722 : 2160 x 100% = 79,7%. 

Artinya, program satu kecamatan satu milyar dikatakan sudah baik karena 

bisa membuat masyarakat untuk melanjutkan usahanya dengan 
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diberikannya pinjaman modal usaha. Hal ini dapat dilihat diatas yang 

mencapai 79,7%. Dengan adanya program satu kecamatan satu milyar 

membuat masyarakat mendapatkan hasilnya. Pinjaman modal usaha yang 

diberikan pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan kepada masyarakat di 

pergunakan untuk merintis atau mengembangkan usahanya yang bertujuan 

untuk melanjutkan kehidupannya dengan memperbaiki kehidupan 

ekonominya, meningkatkan penghasilan, dan bisa mengembangkan 

usahanya lebih besar agar bisa membuat lapangan pekerjaan. 

5. Replicable, peneliti membagi ke dalam 2 (dua) indikator yaitu mengenai 

aspek pengelolaan dana dan aspek pengelolaan hasil. Dari 2 (dua) indikator 

mendapatkan pernyataan sebanyak 6 item. Jumlah jawaban responden dari 

6 pernyataan yaitu 274+ 270+ 289+ 293+ 268+ 278= 1672 (lihat pada 

lampiran tabel distribusi data). Skor ideal untuk dimensi replicable adalah 6 

x 4 x 90 = 2160 (6= jumlah pernyataan yang valid untuk dimensi 

replicable, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 90= jumlah 

sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk dimensi 

replicable adalah 1672 : 2160 x 100% = 77,4%. 

Artinya, pelatihan wirausaha yang diberikan dalam melakukan pengelolaan 

dana dan pengelolaan hasil bisa ditiru dengan baik untuk merintis atau 

mengembangkan usahanya. Ilmu dari pelatihan wirausaha yang diberikan 
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sangat berguna bagi mitra binaan, sehingga mitra binaan bisa merintis atau 

mengembangkan usahanya untuk lebih maju. 

Tabel 4.5 

Skor Rata-Rata dari Tiap-Tiap Dimensi 

No Dimensi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah 

1 
Acceptable 74,4% 

2 
Accountable 78,9% 

3 
Profitable 78,8% 

4 
Sustainable 79,7% 

5 
Replicable 77,4% 

 (Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada setiapdimensi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat persetujuan responden terhadap dimensi penelitian yaitu acceptable 

sejauh ini mencapai angka 74,4%, accountable mencapai angka 78,9%, profitable 

mencapai angka 78,8%, sustainable mencapai angka 79,7%, dan replicable mencapai 

angka 77,4%. Tingkat persetujuan responden yang paling tinggi dituntukan pada 

dimensi sustainable yakni sebesar 79,7% dan yang paling rendah dituntukan pada 

dimensi acceptable yakni sebesar 74,4%. 
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Untuk lebih jelasnya  dapat dilihat dibawah ini: 

1. Acceptable  

Tidak baik  Kurang Baik  Baik  Sangat Baik 

1080   2160   3240      4380 

 

3216 

Nilai 3216 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka masuk 

dalam kategori baik karena lebih mendekati baik. 

2. Accountable  

Tidak baik  Kurang Baik  Baik  Sangat Baik 

900   1800   2700     3600 

 

 

2841 

Nilai 2841 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk 

dalam kategori baik karena lebih mendekati baik. 
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3. Profitable 

Tidak baik  Kurang Baik  Baik  Sangat Baik 

810   1620   2430      3240 

 

2552 

Nilai 2552 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam 

kategori baik karena lebih mendekati baik. 

4. Sustainable 

Tidak baik  Kurang Baik  Baik  Sangat Baik 

540   1080   1620      2160 

 

1722 

Nilai 1722 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam 

kategori baik karena lebih mendekati baik. 

5. Replicable 

Tidak baik  Kurang Baik  Baik  Sangat Baik 

540   1080   1620      2160 

 

1672 



178 
 

 
 

Nilai 1672 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam 

kategori baik karena lebih mendekati baik. 

Berdasarkan perhitungan dalam pengujian hipotesis mengenai tingkat 

keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan 

Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016, maka dapat 

diketahui Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui 

Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 

2016 mencapai 77,53%. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji 

satu pihak (one tail test), menunjukan bahwa Hipotesis Nol (  ) ditolak dan 

Hipotesis Alternatif (  ) diterima. Artinya, Tingkat Keberhasilan Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan 

Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016 dikatakan baik yaitu mencapai 77,53%.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti 

membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan 

Ciwandan,  yakni tentang “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program 

Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016”. 

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menarik kesimpulan bahwa Tingkat 

Keberhasilan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan 

Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan Tahun 2016 dinilai baik yaitu mencapai 77,53% 

dari angka minimal yang di hipotesiskan oleh peneliti yakni 65%.  

Dalam presentase rata-rata skor tiap dimensi Pemberdayaan Ekonomi  

Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan Ciwandan 

ditemukan berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemberdayaan Masyarakat melalui 

bantuan dana memiliki beberapa dimensi penting meliputi: Dimensi Acceptable yang 

mecapai angka 74,4%, dimensi Accountable mencapai angka 78,9%, dimensi 

Profitable mencapai angka 78,8%, dimensi sustainable mencapai angka 79.8%, dan 

dimensi Replicable mencapai angka 77,4%.  
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5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentang “Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat melalui Program Satu Kecmatan Satu Milyar di Kecamatan 

Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016”. Maka sekiranya peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Dalam menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha sebaiknya 

pihak UPT PEM melakukan sosialisasi yang lebih sering kepada 

masyarakat dengan cara  melaksanakan seminar kepada masyarakat tentang 

program tersebut di setiap kelurahandi Kecamatan Ciwandan, menyebarkan 

brosur tentang program tersebut kepada masyarakat, memberikan informasi 

tentang penjelasan program tersebut kepada setiap masyarakat terutama 

RTS. 

2. Dalam memberikan pinjaman modal usaha sebaiknya pihak UPT PEM 

melakukan seleksi yang lebih selektif, seperti melihat data RTS yang sudah 

ditentukan, survey kelapangan/ wawancara kepada calon mitra binaan, 

melihat penjelasan persyaratan untuk mengetahui identifikasi masalah calon 

mitra binaan. Agar tujuan program tersebut tepat sasaran. 

3. Dalam keterbatasan permodalan dalam menjalankan usaha masyarakat 

sebaiknya pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan perlu melakukan 

pengawasan yaitu dengan cara memperhatikan perkembangan usaha mitra 
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binaan Program Satu Kecamatan Satu Milyar dan memberikan pengarahan 

untuk menjalankan usaha mitra binaan supaya mitra binaan tidak kesulitan 

untuk menjalankan usaha dengan modal yang terbatas. 

4. Dalam perencanaan mendirikan usaha mitra binaan sebaiknya pihak UPT 

PEM Kecamatan Ciwandan dan Kota Cilegon melakukan penyuluhan dan 

pengarahan kepada mitra binaan yaitu dengan memberikan contoh-contoh 

jenis usaha yang baik, penjelasan contoh usaha yang sesuai dengan 

lingkungannya. supaya jenis usaha yang dirintis RTS berjalan dengan baik. 

5. Untuk perencanaan dalam mengelola modal usaha masyarakat sebaiknya 

pihak UPT PEM Kecamatan Ciwandan memberikan pelatihan terlebih 

dahulu seperti  pelatihan dalam membuat pembukuan untuk penerimaan dan 

pengeluaran, pelatihan dalam mengelola modal, dan pelatihan dalam 

mengelola keuntungan. 
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KUESIONER 

Assalamu a’laikum Wr. Wb 

Dalam rangka penelitian kami yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat melalui Program Satu Kecamatan Satu Milyar di Kecamatan 
Ciwandan Kota Cilegon Tahun 2016”. Kami mengharapkan Bapak/ Ibu/ Saudara/ i 
untuk berkenan menjawab pernyataan yang kami sediakan dalam kuesioner berikut. 
Kami juga akan menjamin kerahasiaan identitas responden. 

Atas perhatian dan kesediaan waktunya kami mengucapkan terima kasih. 

I. Identitas Responden 
1. No. responden (di isi peneliti) : 

2. Nama    : 

3. Jenis kelamin   :        laki-laki,         Perempuan 

4. Usia    : 

5. Jenis Usaha   : 

6. Jumlah Pinjaman  : 

 

II. Petunjuk 
1. Mohon Bapak/ Ibu/ Saudara/ i membaca pernyataan dengan seksama. 
2. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda 

checklist (V) pada jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ i pilih. 
Keterangan: 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

3. Kejujuran dan objektivitas jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ i sangat saya 
harapkan dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasinya. 

 

 

 



III. Berilah tanda ceklis (√) pada jawaban pernyataan,di bawah ini. 
 

No. Pernyataan 
SS S TS STS 

Acceptable/ penerimaan 

1 Bapak/ Ibu mendapatkan informasi pelaksanaan program 
satu kecamatan satu milyar dari pihak UPT PEM. 

    

2 UPT PEM sudah Mensosialisasikan program satu 
kecamatan satu milyar secara merata kepada masyarakat 
ciwandan 

    

3 Pelaksanaan program satu kecamatan satu milyar sudah 
tepat sasaran dalam memberikan pinjaman modal. 

    

4 Bapak/ Ibu mendapatkan pinjaman modal usaha sesuai 
yang dibutuhkan 

    

5 Pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM mudah 
diterima masyarakat 

    

6 Peryaratan untuk mendapatkan pinjaman  modal usaha 
mudah dipenuhi 

    

7 Prosedur untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tidak 
berbelit- belit. 

    

8 pinjaman modal usaha yang diberikan UPT PEM kepada 
masyarakat proses cepat  jika persyaratannya lengkap. 

    

9 UPT PEM tepat waktu dalam memberikan pinjaman 
modal usaha kepada masyarakat yang meminjam. 

    

10 UPT PEM memberikan Pengarahan kepada masyarakat 
dalam berwirausaha.  

    

11 UPT PEM memberikan Pelatihan kepada masyarakat 
dalam berwirausaha. 

    

12 Pinjaman disertai dengan Pelatihan yang diberikan 
kepada masyarakat mampu membuat masyarakat berhasil 
dalam berwirausaha  

    

 Accountable/ pertanggungjawaban     
13 Banyak orang yang  antusias mengikuti   pelaksanaan 

program satu kecamatan satu milyar. 
    

14 Bapak/Ibu  memanfaatkan program satu kecamatan satu 
milyar sebagai peluang untuk memulai usaha  

    

15 Bapak/Ibu mengikuti syarat dalam melakukan pinjaman 
modal 

    

16 Bapak/Ibu mengikuti prosedur dalam melakukan 
pinjaman modal 

    



17 Bapak/Ibu mampu mengolah modal usaha yang diperoleh 
untuk mengembangkan usahnya. 

    

18 Bapak/Ibu melaporkan setiap perkembangan usaha 
kepada Pihak UPT PEM 

    

19 Ada pengawasan yang dilakukan pihak UPT terhadap  
usaha yang dilaksanakan masyarakat yang memperoleh 
Pinjaman 

    

20 Adanya bimbingan berkala dalam mengembangkan usaha 
dari pihak UPT PEM terhadap masyarakat yang 
mendapatkan pinjaman modal. 

    

21 Bapak/Ibu mampu mengembalikan  pinjaman modal 
usaha 

    

22 Bapak/Ibu mengembalikan pinjaman modal usaha tepat 
pada waktunya 

    

 Profitable/keuntungan     
23 Pelatihan Program satu kecamatan satu milyar yang 

diberikan kepada masyarakat,  sebagai modal utama 
masyarakat untuk bisa menjalankan usahanya 

    

24 program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan 
peluang besar untuk perintisan usaha bagi masyarakat 

    

25 Program satu kecamatan satu milyar membantu 
meningkatkan kualitas SDM dalam melakukan wirausaha 

    

26 Program satu kecamatan satu milyar mampu 
meningkatkan penghasilan  

    

27 Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu 
milyar mampu  mencukupi kebutuhan hidup dari usaha 
yang dikembangkannya 

    

28 Bapak/Ibu yang mengikuti Program satu kecamatan satu 
milyar, mampu menstabilkan kondisi ekonomi 
keluarganya  melalui usaha yang dirintisnya. 

    

29 Program satu kecamatan satu milyar mampu 
mengembangkan usaha yang dirintisnya. 

    

30 Program satu kecamatan satu milyar mampu meberikan 
relasi kepada masyarakat untuk usahanya  

    

31 Program satu kecamatan satu milyar mampu mengurangi 
pengangguran 

    

32 Program satu kecamatan satu milyar mampu memberikan 
lapangan pekerjaan 

    

 Sustainable/berkelanjutan     



33 Bapak/Ibu yang mengikuti program tsb. Hasilnya saudara 
gunakan untuk menyambung hidup bagi keluarganya 

    

34 Bapak/ibu yang mengikuti program satu kecamatan satu 
milyar, hasilnya saudara gunakan untuk memperbaiki 
ekonomi menjadi lebih baik 

    

35 Setelah Bapak/Ibu mengikuti program satu kecamatan 
satu milyar  saudara dapat menjalankan usahanya secara 
mandiri. 

    

36 Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb, saudara bisa 
bersaing dalam menjalankan usahanya. 

    

37 Setelah Bapak/Ibu mengikuti program tsb saudara yang 
berhasil mengembangkan usahanya  

    

38 Bapak/Ibu membuat lapangan pekerjaan dari hasil 
program satu kecamatan satu milyar yang telah 
dilaksanakan 

    

 Replicable/ ditiru     
39 Pengelolaan dana yang di ajarkan pada pelatihan  

Bapak/Ibu dengan mudah menerapkannya 
    

40 Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu 
pandai mengatur keuntungan   

    

41 Melalui pelatihan wirausaha Bapak/Ibu bisa 
menerapkannya tahap demi tahap dalam usahanya 

    

42  Pelatihan yang diberikan dalam melakukan wirausaha 
bisa dipraktekan dengan baik dan benar 

    

43 Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu 
mampu bersaing dalam usahanya 

    

44 Melalui pelatihan yang diberikan menjadikan Bapak/Ibu 
bisa mengembangkan usahanya 

    

 



 



 



 



 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Q1 3.0556 .72455 90 

Q2 2.8778 .85890 90 

Q3 2.9444 .60635 90 

Q4 2.8000 .65686 90 

Q5 2.9556 .57886 90 

Q6 3.0222 .42341 90 

Q7 2.9333 .73132 90 

Q8 2.9222 .70675 90 

Q9 3.0000 .65343 90 

Q10 3.0667 .51495 90 

Q11 3.0667 .49264 90 

Q12 3.0889 .48908 90 

Q13 2.7000 .98813 90 

Q14 3.3222 .53690 90 

Q15 3.1222 .49328 90 

Q16 3.1889 .53830 90 

Q17 3.2556 .55204 90 

Q18 3.1444 .57203 90 

Q19 3.1222 .61494 90 

Q20 3.0333 .67790 90 

Q21 3.2889 .65762 90 

Q22 3.3889 .51264 90 

Q23 3.2556 .61005 90 

Q24 3.4111 .53830 90 

Q25 2.8444 .68550 90 

Q26 3.1667 .60429 90 

Q27 3.1667 .60429 90 

Q28 3.2222 .46875 90 

Q29 3.1667 .56588 90 



Q30 2.9444 .54795 90 

Q31 3.1222 .65046 90 

Q32 3.1778 .77282 90 

Q33 3.2111 .62700 90 

Q34 3.2667 .55688 90 

Q35 3.1333 .63952 90 

Q36 3.1667 .50280 90 

Q37 3.1556 .53864 90 

Q38 3.2000 .69022 90 

Q39 3.0444 .70170 90 

Q40 3.0000 .76438 90 

Q41 3.2111 .59008 90 

Q42 3.2556 .59134 90 

Q43 2.9778 .74920 90 

Q44 3.0889 .53305 90 

Jumlah 1.3649E2 11.44331 90 

 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Variabel 90 1.3337E2 11.33103 1.19439 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.890 43 
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